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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pro dan kontranya pembubaran Hizbut
Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam sehingga banyak tanggapan-tanggapan
dari banyak pihak. Focus penelitian ini vyaitu: (1) hukum pemerintah
membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia  melalui perpu No. 2 tahun 2017 dan
Front Pembela Islam melalui Surat Keputusan Bersama dan (2) respon PW.
Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan tengah tentang dibubarkannya
Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam. Jenis penelitian ini termasuk
pada penelitian empiris dengan pendekatan diuraikan untuk memberi gambaran
(Deskriptif) terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Uraian-uraian
yang berisi panafsiran, penalaran, Serta argumentasi rasional (analitik). Hasil
penelitian ini: (1) dasar hukum pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia
menggunakan PERPPU No. 2 tahun 2017 dan Front Pembela Islam menggunakan
Surat keputusan bersama oleh 6 lembaga negara, Pembubaran tanpa peradilan sah
jika dilihat dari undang-undang terbaru yakni undang-undang ormas nomor 16
tahun 2017 pada pasal 60 dan pasal 61 Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2). (2) respon PW. Nahdatul Ulama dan
Muhammadiyah Kalimantan Tengah yakni NU mendukung karena melihat dari
sisi kelslaman yang dilanggar, sedangkan PW. Muhammadiyah Kalimantan
Tengah lebih menutup diri dan berhati-hati karena melihat dari sisi hukum di
Indonesia.

Kata Kunci : Pembubaran, Organisasi Islam



ABSTRACT

This research is motivated by the pros and cons of disbanding Hizb ut-
Tahrir Indonesia and the Islamic Defenders Front so that there are many responses
from many parties. The focus of this research are: (1) government law to dissolve
Hizbut Tahrir Indonesia through Perpu No. 2 of 2017 and the Islamic Defenders
Front through a Joint Decree and (2) PW's response. Nahdatul Ulama and
Muhammadiyah in Central Kalimantan regarding the disbandment of Hizbut
Tahrir Indonesia and the Islamic Defenders Front. This type of research is
included in qualitative research with an approach described to provide a
description (descriptive) related to the problems raised in the study. Descriptions
containing interpretations, reasoning, and rational (analytic) arguments. The
results of this study: (1) the legal basis for the government to dissolve Hizbut
Tahrir Indonesia using PERPPU No. 2 of 2017 and the Islamic Defenders Front
using a joint decree by 6 state institutions, Dissolution without trial is legal when
viewed from the latest law, namely the law on mass organizations number 16 of
2017 in article 60 and article 61 Administrative sanctions as referred to in Article
60 paragraph (2). (2) PW response. Nahdatul Ulama and Muhammadiyah Central
Kalimantan, namely NU, support it because they see from an Islamic perspective
what has been violated, while PW. Muhammadiyah Central Kalimantan is more
closed and cautious because it sees from the legal side in Indonesia.

Keywords: Disbandment, Islamic organization
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59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu,
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa:59)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik
Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman

transliterasi Arab Latin:

Arab Indonesia Arab Indonesia
\ A b t
(titik di bawah)
' (titik di bawah)
<& & ‘ _
T (koma terbalik)
& S ¢
(titik di atas) 9
d J 3 F
c h = 0
(titik di bawah)
< kh < K
3 D J L
3 Vi
e
(titik di atas) M
2 R 8] N
5 - 5 W
& S 5 H
U‘" Sy [ N
o S s v
(titik di bawah)
o= d
(titik di bawah)

Keterangan

xii




Penelitian tanda panjang (madd) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf
ditulis dengan lambang sebagai berikut:
a. a> A< (') setelah ditransliterasimenjadi a A

I

—

b. 1> I< () setelah ditransliterasi menjadi
C. U> U< (y) setelahditransliterasimenjadi o U

Penelitian yang menggunakan lambang titik di atas di atas huruf ditulis
sebagai berikut:

a. s\ (<) setelah ditransliterasi menjadi = $

b. z\ (3 setelah ditransliterasi menjadi =z

Penelitian yang menggunakan lambang titik di bawah di atas huruf ditulis
sebagai berikut:

a. h} (g) setelah ditransliterasi menjadi h

b. s} (ve)setelah ditransliterasi menjadi s

c. d} (ua)setelah ditransliterasi menjadi  d

d. t} (&) setelah ditransliterasi menjadi t

e. z} (&) setelah ditransliterasi menjadi - z

Huruf karena Syaddah (tasydid) ditulis rangkap seperti (<l leglis i)
falataqullahuma "uffin, (Ce8=3<) muta ‘aqQidn dan (32=) ‘iddanh.

Huruf ta marbitah dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (A~ %) syari’ah
dan (2&W) g 'ifah. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf
ta marbiutah diberikan harakat baik dammah, fatkah atau kasrah sesuai
keadaan aslinya. Contoh (Lkdl 3S3) zakatul firri (sWsY) 4 S) karamatul
auliya’.

Huruf alif lam gamariyah dan alif lam syamsiyah ditulis sesuai bunyinya,
seperti (d) al-Qamar atau (swll) as-Sama’. Namun jika sebelumnya ada
rangkaian dengan lafal lain maka penelitian alif lam gamariyah adalah ( s>
o= 4l zawr al-furiid Begitu juga untuk penelitian alif lam syamsiyah adalah
(A=l 2alie) magasid asy-syari ‘ah.

Huruf waw () sukiin yang sebelumnya ada huruf berharakat fath}ah ditulis
au seperti (Js8) qaul. Begitu juga untuk huruf ya () sukiin, maka ditulis ai
seperti (:Si) bainakum.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang terdiri dari bebagai suku, ras, serta agama.

Dengan keberagamannya ini Indonesia disatukan dengan sebutan Negara
demokrasi yang dimana warga negaranya memiliki hak individual untuk
menentukan arah kehidupannya masing-masing. Demokrasi memberikan ijin
untuk masyarakat di Indonesia berpartisipasi secara langsung maupun melalui
perwakilan dalam pembuatan hukum. Demokrasi juga membebaskan
masyarakat dengan kondisi sosial, ekonomi, serta budaya yang memungkinkan
adanya praktik kebebasan berpolitik secara bebas dan setara. Pasca posisi dan
peran organisasi kemasyarakatan tampak bergeser. Euforia reformasi dan
demokratisasi pasca reformasi membuat organisasi kemasyarakatan kembali
terpolarisasi dalam arus ideologi dan politik.*

Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan yang di dalamnya mengatur tentang kebijakan tentang tata
aturan seluruh ormas yang ada di Indonesia.? Salah satu bentuk dari penerapan
kebebasan berdemokrasi di Indonesia adalah bermunculannya organisasi
masyarakat yang didirikan oleh masyarakat yang mempunyai tujuan,
kebutuhan, kepentingan serta kegiatan, yang didedikasikan untuk Negara

Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar Negara. Indonesia bukan

! Nabih Amer, ’Analisis Pembubaran Organisasi Masyarakat Perspekti Negara Hukum"’,
Jurnal Legalitas, Vol. 13 No. 1 (2020), 3.
? Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan



hanya Negara demokrasi tapi juga Negara hukum yang dimana setiap kegiatan
social, politik, maupun kemasyaraktan harus menaati usaha yang membawa
manfaat bagi masyarakat. sehingga setiap pergerakan akan sesuai dengan visi
dan sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia agar tidak terjadi sesuatu
yang tidak diinginkan seperti menimbulkan permusuhan, bersifat sara,
melakukan kegiatan yang bersifat separatis, merugikan orang lain individu
maupun kelompok organisasi lainnya, serta menyebarkan paham yang tidak
sesuai bahkan bertentangan dengan Ideologi yang menjadi dasar Negara yaitu
Pancasila. Organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama dan
Muhammadiyah.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi kelslaman
terbesar, didirikan pada 13 januari 1926 di Surabaya, dengan tujuan sosial dan
keagamaan. Organisasi ini menegaskan bahwa terbentuknya nahdhatul Ulama
dikarenakan untuk mempertahankan ahlussunnah wal jama’ah yang seakarang
lebih dikenal dengan singkatan Aswaja.

Adapun Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi tertua sebelum
Nahdlatul Ulama serta organisasi Islam terbesar juga di Indonesia, lahir paada
18 november 1912 di kauman Yogyakarta yang dimpimpin oleh KH. Ahmad
Dahlan. Muhammadiyah menegaskan bahwa organisasi ini adalah organisasi
yang berbasis Islam dan gerakan Islam pembaharuan (gerakan tajdid),
Muhammadiyah  dikenal  dengan  pembaharuan  reformasi  yang
memoderenisasikan Islam, yang mewujudkan Islam dan zaman tetap relevan

dan terus berkembang dan bejalan beriringan bersama Muhammadiyah.



Muhammadiyah selain dakwah atau tajdid juga memperluas ajaran Islam dan
mewujudkannya dalam segala aspek, baik dalam dunia kesehatan, pendidikan,
ekonomi, pelayanan sosial serta amal usaha yang membawa manfaat bagi
masyarakat. sehingga setiap pergerakan akan sesuai dengan visi dan sesuai
dengan hukum yang ada di Indonesia agr tidak terjadi sesuatu yang tidak
diinginkan seperti menimbulkan permusuhan, bersifat sara, melakukan
kegiatan yang bersifat separatis, merugikan orang lain individu maupun
kelompok organisasi lainnya, serta menyebarkan paham yang tidak sesuai
bahkan bertentangan dengan ldeologi yang menjadi dasar Negara yaitu
Pancasila. Organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama dan
Muhammadiyah.

Adapun Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi tertua sebelum
Nahdlatul Ulama serta organisasi Islam terbesar juga di Indonesia, lahir paada
18 november 1912 di kauman Yogyakarta yang dimpimpin oleh KH. Ahmad
Dahlan. Muhammadiyah menegaskan bahwa organisasi ini adalah organisasi
yang berbasis Islam dan gerakan Islam pembaharuan (gerakan tajdid),
Muhammadiyah  dikenal dengan  pembaharuan  reformasi  yang
memoderenisasikan Islam, yang mewujudkan Islam dan zaman tetap relevan
dan terus berkembang dan bejalan beriringan bersama Muhammadiyah.
Muhammadiyah selain dakwah atau tajdid juga dan misi Muhammadiyah,

Namun Muhammadiyah tidak masuk dalam dunia politik.?

*Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan (Yogyakarta: Suara
Muhammadiyah, 2016), 16.



Sama halnya dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Salah satu
ormas Islam di Indonesia yang berbasis Islam adalah Hizbut Tharir Indonesia
(HTI) yang didirikan pada tahun sekitar 1980 an oleh Abdurrahman al-
Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di
Australia. la memulainya dengan mengajarkan pemahamannya ke beberapa
kampus di Indonesia hingga menjadi salah satu gerakan.

Gerakan Hizbut Tahrir memiliki ldeologi sendiri yaitu Ideologi Islam
sebagai dasarnya, dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai Negara
kekhalifahan, yang tidak sesuai dengan Ideologi yang sudah ada di Indonesia
saat ini yaitu Ideologi Pancasila. Semakin berjalannya waktu ormas Hizbut
Tahrir Indonesia ini semakin meluas dan semakin aktif diberbagai gerakan
politik. Gerakan ini menjadi kontroversi di Indonesia karena dianggap tidak
sesuai dengan Pancasila dan dianggap radikal hingga bisa mengancam
keutuhan NKRI. Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia ini juga lambat laun
mempengaruhi kepolitikan di Indonesia, dengan merangkul anak muda
Indonesia untuk bergabung dan menggerakan ormas ini. Hizbut Tahrir
Indonesia menganggap pemahaman yang dibawa oleh mereka adalah untuk
menentang budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan konsep ajaran
Islam yang membuat segala problem masuk ke Indonesia melalui budaya
barat tersebut. Karena banyaknya ketidak setujuan dengan ormas Hizbut
Tahrir Indonesia maka pemerintah juga menyoroti ormas ini hingga
pemerintah mengeluarkan perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi

kemasyarakatan dan Hizbut Tahrir Indonesia  dibubarkan secara resmi.



Padahal perpu yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2017 tentang perpu
ormas ini dianggap membatasi kebebasan berserikat yang sesuai telah dijamin
dan dituangkan dalam undang-undang dasar 1945* perspektif hak asasi
manusia yang mendasari kritik terhadap perpu ormas ini, mekanisme
pembubaran ormas ini juga sangat disayangkan karena tidak melalui
peradilan, hal ini dipandang sebagai kemunduran suatu aturan hukum yang
tidak sesuai dengan undang-undang 1945 yang mengatur mek anisme
pembubaran melalui peradilan.

Selain Hizbut Tahrir yang dibubarkan, ormas Islam yang menamakan
diri sebagai Front Pembela Islam atau yang sering di singkat sebagai Front
Pembela Islam yang dipimpin oleh Muhammad Rizieq Shihab dengan
dukungan tokoh militer pada saat itu. Peran Front Pembela Islam yang sudah
dijalankan yaitu kegiatan keagamaan berupa dakwah, kegiatan sosial, dan
kegiatan hisbah. Sikap Front Pembela Islam terhadap pluralitas agama bahwa
sebuah kenyataan di Negara terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup
secara berdampingan.”

Namun ormas ini juga dibubarkan karena dianggap dalam dakwahnya
selalu diselipkan ujaran kebencian, dan banyak provokasi yang mengancam
keutuhan NKRI, ormas ini juga sering dianggap melakukan demo yang

melecehkan perorangan.

* Victor Imanuel W. Nalle, “Asas Contarius actus perpu ormas: kritik dalam perspektif
hukum administrsi negara dan hak asasi manusia’’, PJIH, Vol 4, No 2, (2017), 245.

*Ifa Sediasih, <’Organisasi Front Pembela Islam Di Pekan Baru’’, JOM FISIP, Vol 5, No 1,
(April 2010), 4.



Sama halnya dengan Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam
juga dibubarkan tanpa pengadilan, yang dimana Front Pembela Islam
dibubarkan dengan surat kesepakatan bersama (SKB), hingga banyak yang
menganggap pembubaran ini menyalahi aturan pemerintah dalam undang-
undang yang semestinya dibubarkan melalui pengadilan sehingga seakan-
akan Front Pembela Islam disudutkan beberapa pihak yang berkerja sama
untuk menjatuhkan Front Pembela Islam, apalagi dengan pengusulan
pembubaran ini dari mantan gubernur DKI yaitu Basuki Tjahya Purnama
yang semakin banyak pro dan kontra dari kalangan Islam itu sendiri.

Melihat maraknya kasus tentang ormas yang mengatas namakan Islam
dan dianggap bertentangan dengan Ideologi Negara Indonesia yaitu
Pancasila dilihat dari Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan6, yaitu
organisasi kemasyarakatan dilarang menganut, mengembangkan, serta
menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal
inilah yang menjadi alasan pemerintah membubarkan organisasi-organisasi
Islam ini.

Pembubaran ormas-ormas Islam diatas mendapatkan respon yang beragam
dikalangan masyarakat. Salah satunya sebagaimana yang diungkapkan oleh
Drs. Rois Mahfud, Mpd selaku sekertaris pengurus wilayah Muhammadiyah
Kalimantan Tengah (Periode 2010-2015). la menyatakan bahwa

pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia  tidak transparan  dan tidak

® Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 54 Ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun
2013



berdasarkkan Negara hukum, ada 10 macam persyaratan apabila organisasi
Islam itu meyimpang dengan adanya 10 persyaratan ini harusnya
pemerintah memperhatikan 10 syarat tersebut terlebih dahulu, sejauh mana
Hizbut Tahrir Indonesia melanggar, kemudian dijelaskan secara transparan
oleh pemerintah pelanggarannya. Pembahasan tentang kekhalifahan,
pemerintah takut jika Hizbut Tahrir Indonesia ini menjadikan Negara ini
kekhalifahan padahal menurut pakar menjelaskan bahwa sistem
kekhalifahan tidak akan bisa secara otomatis menggantikan Pancasila,
Karena Pancasila itu pun kesepakatan bukan hanya dari Negarawan tapi
juga dari para Ulama, melihat semakin banyak peminat di organisasi Hizbut
Tahrir Indonesia serta semakin berkembang maka pemerintah semakin
takut, padalah pengikutnya yang banyak karena kegiatannya positif, banyak
juga oknum yang mengatas namakan Hizbut Tahrir Indonesia yang
melakukan pelanggaran-pelanggaran dan imbasnya ke organisasi tersebut.
Dan pada akhirnya beliau menyatakan Muhammadiyah kurang puas dengan
pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia sama halnya dengan Front Pembela
Islam yang dibubarkan melalui surat keputusan bersama yang melanggar
hak asasi manusia untuk berorganisasi, kemudian menyudutkan salah satu
pihak yakni HT1 dengan dibubarkannya organisasi tersebut.”

Sementara menurut Abdul Wahid selaku pengurus wilayah Nahdlatul
Ulama Kalimantan Tengah ( periode 2011-2015 ) berpendapat sebaliknya.

la menyatakan bahwa pembubaran ormas-ormas Islam tersebut sudah

’ Rois Mahfudz, Wawancara. Palangka Raya, 31 Mei 2021.



sesuai dengan konstitusi. Alasannya, Hizbut Tahrir ingin memaksakan
kehendaknya.
untuk menyebarkan khilafah ke beberapa Negara namun kenyataan di
tolak dan dilarang oleh Lebih dari 20 Negara ,karena mereka menganggap
sistem demokrasi adalah besumber dari barat dan yg mereka menyatakan
bahwa selain system khilafah batal dan harus di rombak dengan theokrasi
yg memberlakukan syariat Islam . Padahal di Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan falsafah Pancasila dan Dengan Undang-undang 1945
Pasal 29 ayat (1) dan (2) sudah jelas bahwa Negara menjamin untuk
melaksanakan ajaran agama bagi setiap pemeluk agama. Danyg jelas
bahwa NKRI bukan Negara agama tetapi Negara yg berdasarkan
Pancasila sama halnya dengan organisasi Frot Pembela Islam yang dimana
dakwahnya selalu menimbulkan pro dan kontra sehingga pemerintah tidak
kondusif dalam menjalankan tugasnya.®
Berdasarkan refresentasi pendapat dari dua ormas Islam terbesar
menurut penulis hal ini menarik untuk dikaji karena didalam dua ormas ini
terdapat pe rbedaan serta persamaan pandangan Yyang menjadi
perbandingan antara dua ormas Islam. Perbedaan pandangan hingga
persamaan dua ormas besar Islam ini juga mempengaruhi pola fikir
masyarakat tentang kebebasan berpendapat yang termasuk dalam hak asasi
manusia, berperilaku, serta berorganisasi di Indonesia yang harus

disesuaikan dengan Ideologi Negara.

® Abdul Wahid, Wawancara. Palangka Raya, 16 November 2021.



Ketika masyarakat juga ikut serta dalam mengomentari bahkan
menganalisis ormas yang dibubarkan hingga menimbulkan pro dan kontra
dalam masyarakat, serta sebagian besar masyarakat yang tergabung
didalam dua ormas besar Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
maka kedua ormas Islam ini sangat berpengaruh jika mereka memberikan
tanggapan tentang ormas yang dibubarkan ini. Berdasarkan Alasan
Tersebut Penulis Mengambil Judul ‘’Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia
dan Front Pembela Islam (Respon Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah )’

B. Batasan Masalah
Untuk membatasi masalah, maka pembahasan dalam penelitian ini hanya

terbatas pada undang-undang organisasi masyarakat serta perpu tahun nomor 2
tahun 2017 dan Surat Keputusan Bersama yang berpengaruh pada pemberitaan
yang beredar, yang ditinjau dari perspektif pengurus wilayah Nahdlatul Ulama

dan Muhammadiyah Kalimantan tengah serta tinjauan hukum tata negara.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, kiranya dapat dikemukakan

beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pemerintah dalam pembubaran organisasi Hizbut
Tahrir Indonesia Dan Organisasi Front Pembela Islam?

2. Bagaimana respon Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan
Muhammadiyah Kalimantan Tengah terhadap pembubaran Hizbut Tahrir

Indonesia Dan Front Pembela Islam?



10

D. Tujuan Penelitian
Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan, demikian pula

penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum pemerintah dalam
pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan organisasi Front
Pembela Islam.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis respon organisasi masyarakat
pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan

Tengah.

E. Kegunaan Penelitian
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan

kegunaan teoritis serta kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan dari Segi Teoretis
Penelitian ini adalah untuk mengkaji tinjauan hukum tata negara dalam

pembubaran organisasi masyarakat. Serta menemukan perbandingan,
persamaan, serta perbedaan pendapat dari ormas Nahdlatul Ulama dan

ormas Muhammadiyah.

2. Kegunaan dari Segi Praktis
Penelitian ini adalah adalah untuk menyelesaikan tugas akhir Skripsi

pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut
Agama Islam Palangka Raya. Serta dapat menjadi bahan bacaan dan

literatur Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
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F. Sistematis Penelitian
Sistemtika penelitian adalah salah satu alur pembahasan pada Skripsi ini

melalui bab-bab yang saling betkaitan dan saling menunjang. Sistemtika
penelitian adalah salah satu alur pembahasan pada Skripsi ini melalui bab-bab
yang saling betkaitan dan saling menunjang.

BAB | terdiri dari pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika
penelitian.

BAB 11 terdiri Kajian pustaka yang didalamnya terdapat penelitian terdahulu,
kerangka teoritik, serta deskripsi teoritik

BAB Il terdiri dari hipotesis, metode penelitian yang didalmnya terdapat
waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber
penelitian, obyek dan subyek penelitian, tekhnik penentu penelitian, tekhnik
pengumpulan data, tekhnik triangulasi, tekhnik analisis data.

BAB IV hasil Penelitian Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Dan Front
Pembela Islam (Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul ~ Ulama Dan
Muhammadiyah)

BAB V dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran.
Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang

merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan.



BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
1. Jannatur Rahmi tahun 2020, Fakultas Syariah dan Hukum, universitas

Islam Ar-Ranyry Darussalam Banda Aceh dengan judul: Dampak Pasal

80a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi

Kemasyarakatan Terhadap Eksistensi Ormas Islam di Indonesia (Studi

Persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh), penelitian ini terfokus pada

pasal 80A undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi

kemasyarakatan terhadap eksistensi ormas Islam di Indonesia (studi

persepsi ormas Islam di kota Banda Aceh ).

hasil penelitian menunjukkan bahwa:
Dampak dari pasal yang diteliti yaitu pasal 80A undang-undang
nomor 16 tahun 2017 memberikan dampak eksternal dan internal,
dampak internal yang didapatkan adalah takutnya ormas akan
penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah, dan
dampak eksternalnya banyaknya demo, dan penolakan dimana-mana
bukan hanya di kota Banda Aceh saja tapi juga dari berbagai kota.
Sehingga ormas kota aceh Darussalam menolak seecara halus undang-
undang ini.’

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian

Jannatur Rahmi bertitik tumpu pada persepsi ormas Islam di kota Banda

Aceh sedangkan penelitian penulis bertitik tumpu pada Respon Nahdlatul

%Jannatur Rahmi, “(Dampak Pasal 80a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Eksistensi Ormas Islam Di Indonesia (Studi Persepsi Ormas
Islam Di Kota Banda Aceh))’” ( Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020),
63.

12
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Ulama dan Muhammadiyah dipengurus wilayah Kalimantan Tengah serta
tinjauan hukum tata negara.

2. Riandy Aryani tahun 2018, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
negeri sunan kalijaga Yogyakarta dengan Judul : Pembubaran Organisasi
Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia, penelitian ini terfokus pada
implikasi penghapusan pasal 70 undang-undang nomor 16 tahun 2017
tentang organisasi kemasyaraktan terhadap kebebasan berserikat.
hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Organisasi masyarakat mempunyai kebebasan yang didalamnya juga
ada batasan-batasan yang diciftakan undang-undang yang secara
khusus kebebasan tersebut mengalami pergeseran melalui Pasal 59
ayat (4) huruf (c) PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2017 untuk menjadi pengawas, pembina dan juga
mencabut hak dari pada ormas tersebut demi kepentingan umum,
menjamin kebebasan orang lain dan keamanan Negara.'
Perbedaan penelitian Riandi Aryani dengan penelitian penulis adalah
penelitian Riandy Aryani bertitik tumpu pada hak asasi manusia didalam
suatu organisasi yang dibubarkan menurut undang-undang pasal 70 nomor
16 tahun 2017 sedangkan penulis bertitik tumpu pada organisasi
masyarakat yang di dalamnya dibahas pola pemikiran dari Nahdlatul
Ulama dan Muhammadiyah.
3. Meila Iskatrilia tahun 2018 Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden

Intan Lampung dengan judul : Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia

(HTI) dalam Perspektif Siyasah.

1% Riandy Aryani, < Pembubaran Ormas Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi
Manusia ©’, ( Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2018),
71.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa :
Ormas Hizbut Tahrir Indonesia jika dikaji melalui hukum siyasah
tidak melaksanakan peran positif untuk pembangunan Negara tapi
malah sebaliknya dan ormas ini terindikasi menentang dan berlawanan
dengan Pancasila dan undang-undang 1945 hingga menimbulkan
bentrokan dimasyarakat. Dan dalam pandangan siyasah bahwa
kemudratan harus dihindari demi kemaslahatan umat maka
pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia ini sudah tepat.**
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian adalah penelitian Melia
Iskatrilia bertitik tumpu pada eksistensi keutuhan NKRI dalam pandangan
siyasah melalui pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia, Sedangkan
penelitian penulis bertitik tumpu pada pendapat pengurus wilayah
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah.
Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas,

maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang

relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

. Kerangka Teoritik
Penelitian ini dalam mengkaji terkait pembubaran Hizbut Tahrir

Indonesia dan Front Pembela Islam (perspektif pengurus wilayah Nahdlatul
Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah) ini menggunakan teori
Ideologi Pancasila dan teori hak asasi manusia. Teori ldeologi adalah teori
yang membahas pemikiran atau dasar suatu Negara membuat patokan hukum,
Ideologi Indonesia itu sendiri adalah Pancasila, Hubungan Ideologi dan Negara
merupakan suatu hubungan yang sangat penting dimana Negara merupakan

intitusi moral yang harus mengakomodasi kepentingan bersama agar rakyat

1 Meila Iskatrilia, © Pembubaran Ormas Hidzbut Thahrir Indonesia (HTT) Dalam

Perspektif Siyasah’’ ( Skripsi-- Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), 89.
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mencapai titik kesejahteraan dan ldeologi merupakan seperangkat nilai atau
petunjuk bagaimana mencapai tujuan Negara itu, Ideologi merupakan rohnya
atau titik nadinya Negara™ teori ini guna menganalisis dan mengkaji
pembubaran ormas di Indonesia terkait eksestensi ldeologi Pancasila terhadap
ormas yang bermunculan di Indonesia dan terkait eksistensi keutuhan NKRI.
Hak-hak tersebut diatur agar sejalan dan tidak bertentangan dengan ldeologi
Pancasila.

Selanjutnya penulis menggunakan teori hak asasi manusia, Hal yang
sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang
meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak
asasi manusia, Namun dalam hak asasi manusia juga ada batasan, Sebagaimana
tidak semua hak dapat diderogasi, tidak semua hak juga bersifat absolut.
Beberapa hak mengandung fleksibilitas. Namun hal ini tidak membuat hak
tersebut menjadi tidak penting dibandingkan dengan hak lainnya. Ini hanya
merupakan sebuah kebutuhan praktis dan hukum. Hak asasi manusia sangat
berpengaruh dalam pembentukan organisasi masyarakat, dan hak asasi manusia
menjadi landasan organisasi masyarakat dalam membentuk peraturan didalam
ormas tersebut. Pembatasan hak ini juga memiliki efek Pembatasan biasanya
harus dicantumkan dalam hukum nasional. Karena itulah, semua orang
dianggap mengetahui pembatasan itu dan pelaksanaanya tidak boleh sewenang-
wenang. Di samping itu, pembatasan ini harus dibuat untuk tujuan yang

ditentukan dan pembatasan pada hak dan kebebasan hanya boleh dilakukan

12 Rhona K.M. Smith Njal Hgstmeelingen Dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, Hal 39
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sepanjang diperlukan bagi pemenuhan tujuan yang sudah ditentukan secara
sah. Pembatasan ini memungkinkan kekuasaan Negara untuk menetapkan
jangkauan pelaksanaan hak atau kebebasan yang dibolehkan. Hal yang paling
serius adalah menyangkut penyeimbangan kepentingan atau hak yang saling
bersaingan. Bagi warga Negara atau organisasi lain ketika memberikan respon
atau tanggapan tentunya harus memperhatikan ideologi pancasila hal ini agar
organisasi tersebut tidak ikut tercemar.

Dalam hukum Islam juga ditetapkan bahwa warga Negara harus
mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan penguasa dengan tetap berporos
kepada aturan Allah SWT dan Rasulullah, hal ini sesuai dengan firman Allah
SWT dalam Q.S. An-Nisa: 59 yang berbunyi:

BXMORGOL @7 $xGN0O0A Lo S o O& 005k 040
B ORD 0 COLeT X 2 53 E5-0ORD0 O

BOIsET Do S Y3 =kim ]l YOIR Ju ¢ ERBO@a I
ONx rvAAWWVEIREIODOGCres OTRXe B SRAECHE
* F oI OuERO €H0JOR@ 72X *

SUORCY AL D = AN EAG HYNO FINER O 560
OB TN d- 0FrPAe0N e €0 *x Lo o N
OXI®OBO=f+es <IMBOGOOLIOO <OIBNAH A wl+O
ENHF
Artinya:Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-
Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada
Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan

lebih baik akibatnya.™

C. Deskripsi Teoritik

1. Konsep Organisasi Masyarakat
a. Pengertian Dan Dasar Hukum Organisasi Kemasyarakatan

3 Q.S. an-Nisa, 2: 59.
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Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat (ormas)
merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan
untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran.
Keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebenarnya sudah
terbentuk semenjak awal abad ini dan mempunyai kedudukan paling
strategis bagi proses kebangsaan Indonesia. Bahkan sebagian dari
organisasi kemasyarakatan tersebut akhirnya menjadi partai politik
yang mempelopori gerakan kebangsaan.

Dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan dan
perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata
kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas
adalah sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan UU tersebut,
adalah terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang mandiri dan
mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat
atau berorganisasi bagi masyarakat guna menyalurkan aspirasinya
dalam pembangunan nasional.*

Peningkatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam
pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem
pengelolaan organisasi kemasyarakatan yang memenuhi kaidah
organisasi kemasyarakatan yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang

demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Oleh

14 Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Ormas.
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karena itu, dinamika organisasi kemasyarakatan dengan segala

kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang

lebih komprehensif melalui undang-undang. Undang-undang No. 17

Tahun 2013 adalah sumber dasar hukum organisasi kemasyarakatan di

Indonesia.*

1) Sejarah Organisasi Kemasyaraktan

Keberadaan Ormas dapat dilacak semenjak zaman
pejajahan. Pada masa penjajahan Belanda oosisi Ormas yang ada
pada masa ini antara lain adalah Sarikat Islam berdiri pada
tanggal 10 September 1912 oleh Oemar Said Tjokroaminoto.
Pada masa penjajahan Jepang, Ormas yang berperan secara
leluasa dalam memobilisasi massa memperjuangkan kemerdekaan
mengusir penjajah dengan usaha mobilisasi dibubarkan.
Penjajahan Jepang mendirikan organisasi politik yang bernama
Poesat Tenaga Rakyat (Poetera) yang didirikan pada tanggal
Maret 1943. Pada masa pasca-kemerdekaan yaitu masa
Demokrasi Parlementer (1949-1959, Masa Demokrasi Terpimpin
(1959-1965) dan masa Demokrasi Pancasila (1965-1997), Ormas
yang ada di Indonesia memiliki ciri yang berbeda-beda dari aspek
peran dan pola hubungan dengan partai politik dan pemerintah.
Peran Ormas sebagai salah satu organisasi yang berperan

mempengaruhi kebijakan pemerintah mengalami perubahan. Pada

1> Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.
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masa Demokrasi Parmen peran Ormas termasuk katagori tinggi,
sementara masa Demokrasi Terpimpin dan demokrasi Pancasila
termasuk katagori yang rendah. Peran Ormas dalam politik
Indonesia mengalami perbedaan dalam system politik Indonesia.
Periode masa Demokrasi Parlementer, semua Ormas yang ada di
Indonesia yang bersifat sosial, kebudayaan, dan ekonomi berperan
dalam menyalurkan nilai-nilai politik kepada masyarakat
Indonesia. Pada masa sistem politik Demokrasi Terpimpin, peran
Ormas dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dan
partai politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan
anggotanya dan masyarakat secara umum termasuk katagori yang
rendah. Pada masa Demokrasi Parlementer, hubungan Ormas
dengan partai politik dan pemerintah dipengaruhi oleh
komunikasi ideologi yang disebut aliran politik.

Aliran politik yang dimaksud adalah komunikasi yang
berbentuk  ikatan-ikatan keagamaan ataupun ikatan
kemasyarakatan lainnya, seperti ikatan kesukuan,kedaerahan,
bahkan ikatan lain yang bersifat nasional. Pada masa Demokrasi
Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, pola hubungan Ormas
dengan partai politik dan pemerintah dilandasi hubungan
kekuasaan.

2) Tujuan Organisasi Kemasyarakatan
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Ketentuan Pasal 5 UU 17/2013 jo.Putusan MK 82/2013
menerangkan bahwa pembentukan organisasi masyarakat
bertujuan untuk sejumlah hal. Adapun hal-hal yang dimaksud
adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.

b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c) Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME.

d) Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan
budaya yang hidup dalam masyarakat.

e) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

f) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan
toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

g) Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan
kesatuan bangsa.

h) Mewujudkan tujuan negara.

3) Fungsi organisasi kemasyarakatan
Adapun fungsi dari organisasi kemasyarakatan sebagai sarana,

sebagai berikut:'’

a) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota
dan/atau tujuan organisasi.

b) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan

tujuan organisasi.

16 Undang-undang dasar 1945, pasal 5 undang-undang ormas
7 Undang-undang dasar 1945, pasal 6 undang-undang ormas
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c) Penyalur aspirasi masyarakat.

d) Pemberdayaan masyarakat.

e) Pemenuhan pelayanan sosial.

f) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan
memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

g) Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Macam-Macam Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia
a. Organisasi Kemasyarakatan Agama

Organisasi kemasyarakatan agama adalah salah satu jenis
organisasi yang berkembang di Indonesia yakni dengan tujuan
menjadi tempat berkumpul umat beragama serta menjaga serta
memelihara keseimbangan untuk menciftakan hubungan sosial yang
harmonis.”® Indonesia mempunyai keberagaman budaya, suku
bahkan agama, sehingga memunculkan permasalah dalam negeri,
pertikaian masalah agama sehingga organisasi kemasyarakatan
keagamaan sangat membantu meminimalisir pertikaian tersebut,
masalah keagamaan yang biasa terjadi yakni tentang kepercayaan
yang paling mendasar bagi manusia tentu saja tingkat konflik yang
mungkin timbul juga lebih besar.

Antara satu agama dengan agama yang lain tak mungkin

dipersatukan dalam bentuk satu “fusi” yang dikehendaki oleh

18 Bambang Khoirudin, Organisasi keagamaan dan interaksi sosial masyarakat Islam di
Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, ( lampung,--skripsi), 43.
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integrasi. Maka jalan yang ditempuh dalam rangka integrasi berbagai
agama adalah adanya pemahaman dan pengertian tentang eksistensi
ubudiah agama lain, Dan menghilangkan perasaan-perasaan curiga
dan streotype tentang agama lain. Bentuk integrasi yang dapat
dipakai dalam kondisi demikian adalah sikap toleransi saling
menghargai nilai-nilai religius yang dianut oleh masing-masing
agama.sikap toleransi, kesadaran akan tujuan bersma dan kesadaran
akan rasa aman yang akan diperoleh dan sebagainya adalah
merupakan hasil proses sosialisasi dan asimilasi yang mengacu
kepada homogenitas ideologi dan kultural.*®

Dialog intern umat beragama merupakan bagian tidak
terpisahkan dari tri kerukunan kehidupan umat beragama, yang pada
dasarnya upaya untuk mempertemukan hati dan pikiran dikalangan
sesama penganut agama, baik sesama penganut umat Islam maupun
dengan umat agama lain dalam kerangka Negara Kesatuan Repiblik
Indonesia.

Secara kasat mata pada pemimpin agama berperan penting
dalam merancang dan melaksanakan dialog intern dan ekstren umat
beragama di Indonesia. Realitas menunjukan dalam kehidupan umat
beragama terdapat beragam kelompok dan komunitas keagamaan,
baik dilihat dari aspek suku, budaya pendidikan, penganalaman

maupun orientasi keagamaan. Untuk itu diperlukan dialog dan

9 1bid, 14.
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bahkan kini menjadi kebutuhan dalam upaya untuk memahami,
mengindentifikasi, dan mensosialisasikan kebijakan, konsep, dan
langkah-langkah kerukunan umat beragama dalam mendukung
upaya keberhasilan pembangunan diera otonomi daerah.?’ Adapun
langkah-langkah dalam penyatuan masyarakat yaitu:

Kerjasama (Cooperation) kerja sama terjadi didalam
kelompok masyarakat manapun didunia ini. Masyarakat itu sendiri
terbentuk karena adanya keinginan dari individu-individu untuk
bekerja sama. Begitu pentingnya kerja sama dalam kehidupan
masyarakat, sehingga banyak orang menganggap kerja sama
merupakan bentuk interaksi sosial yang penting dan utama.
Walaupun pada kenyataanya kita tidak dapat menghindari adanya
suasana pertentangan atau konflik dalam masyarakat.

Beberapa sosiologi menganggap bahwa  kerjasama
merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Kerjasama yang
dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang-perorangan
atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan
bersama. Kerjasama timbul karena orientasi orang perorangan
terhadap kelompoknya (yaitu in-group-nya) dan kelompok lainnya
(yang merupakan out-group-nya). Kerja sama itu sendiri terdiri dari
lima bentuk: pertama Kerukunan yang mencangkup gotong royong

dan tolong menolong, kedua Bergaining yaitu pelaksanaan perjanjian

20 Doyle Paul Johnson, “Teori Sosiologi Klasik dan Modern”, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 1986), 148-149.
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mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua
organisasi atau lebih, ketiga Ko-optasi (cooptation) yaitu suatu
proses penerimaan unsur-unsur dalam kepemimpinan atau pelaksaan
politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk
menghindari terjadinya keguncangan dalam stabilitas organisasi
bersangkutan, keempat Koalisi (coalition) yakni kombinasi antara
dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama.
Koalisi daapat menghasilkan suatu suatu keadaan yang tidak stabil
untuk sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut
kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu
dengan yang lainya. Akan tetapi, karena maksud utama adalah
bentuk mencampai satu atau beberapa tujuan bersama, sifatnya
kooperatif, kelima Joint venture vyaitu kerja sama adalah
pengusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak
pertambangan batu bara, pembuatan film dan seterusnya, keenam
Kerukunan yang mencangkup gotong royong dan tolong
menolong.?

Pembahasan diatas adalah salah satu bentuk kerjasama dalam
bidang ekonomi maupun sosial yang secara tidak langsung
meleburkan konflik-konflik yang ada dalam hasrat diri seseorang
yang menyangkut dalam agama, dan menghasilkan timbal balik yang

membangun solidaritas masyarakat dan membangun kerjasama yang

24,

2 Philipus, M. Si., “Sosiologi dan Politik”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2011,
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akan menuju pada perdamaian dan kerukunan masyarakat.
Organisasi keagamaan yang masih eksis sampai saat ini dan menjalin
persahabatan yakni NU, Persis, Al Irsyad al Islamiyah, Ittihadiyah,
Perti, Mathlaul Anwar (MA), Az Zikra, Ikadi, PITI, Syarikat Islam
Indonesia, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam, HBMI, dan
Nahdlatul Wathan, PGI, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Persatuan Umat
Buddha Indonesia (Permabudhi), Parisada Hindu Dharma Indonesia
(PHDI), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia
(Matakin).?
b. Organisasi Kemasyaraktan Adat Dan Budaya

Organisasi kemasyarakatan adat berasal dari gabungan antara
kata lembaga dan kata adat. lembaga adat adalah suatu organisasi
kemasyarakatan adapt yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum
adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri
serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta
menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan adat. Kemudian yang
dimaksud dengan lembaga adat tentang lembaga adat ialah lembaga
kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah
dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan

mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

22 https://www.antaranews.com/berita/1245816/20-organisasi-bentuk-lembaga-
persahabatan-ormas.



https://www.antaranews.com/berita/1245816/20-organisasi-bentuk-lembaga-persahabatan-ormas
https://www.antaranews.com/berita/1245816/20-organisasi-bentuk-lembaga-persahabatan-ormas

26

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan
baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh
dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu
masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas
harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan
berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai
permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada
adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa
lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang
dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang
dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra
pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan
mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan
suatu daerah tersebut.

1) Fungsi Lembaga Adat
Lembaga  Adat  berfungsi bersama  pemerintah
merencanakan, = mengarahkan, = mensinergikan  program
pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan
kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi

terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan
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dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat

berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman,

kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun
represif, antara lain:?*

a) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;

b) Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang
timbul dimasyarakat.

c) Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan
pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang
keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.

d) Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya

e) Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-
hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial
kepadatan dan keagamaan.

f) Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka
memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan
nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.

g) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat
untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

2) Wewenang Organisasi Kemasyarakatan Adat Dan Budaya®!

Adat Lembaga adat memiliki wewenang yang meliputi :

2% peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2016, Tentang Lembaga Adat,
BAB VIl Pasal 17 -18.

2% Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2016, Tentang Lembaga Adat,
BAB VIII Pasal 19.
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a) Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan
masyarakat adat tersebut.

b) Mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk
meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah
yang lebih baik.

c) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat
istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang
penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

d) Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut
masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa
adat.

e) Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat
di selesaikan pada tingkat desa

f) Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di

kecamatan, kabupaten/ kota desa adat tersebut berada.

3) Tugas Dan Wewenang Organisasi Kemasyarakatan Adat Dan

Budaya

a) Lembaga Adat mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :

b) Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian
perselisinan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan

masyarakat.
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f)

9)

h)
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Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat
istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka
memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari budaya nasional.

Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta
obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat
dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan
pemerintahan di Kabupaten daerah adat tersebut.

Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan
tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat
setempat

Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang
dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat
pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam
pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan
pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya
kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa.

Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta
hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan

Lurah.
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i) Mengayomi adat istiadat
j) Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak
perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang
masalah adat
k) Melaksanakan keputusan-keputusan paruman dengan aturan
yang di tetapkan
I) Membantu penyuratan awig-awig
m) Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.
4) Dana Pembiayaan Organisasi Kemasyarakatan Adat Dan
Budaya®
Sumber Dana Lembaga Adat Desa atau Kelurahan dapat
diperoleh dari:
a) swadaya Masyarakat
b) bagian dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes)
€) bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah
Kabupaten
d) bantuan lainnya yang dianggap sah dan tidak mengikat
e) adanya keijasama dengan badan usaha lainnya (Pihak I1I).
5) Adapun Organisasi Kemasyarakatan Adat Dan Budaya Yang

Ada Di Indonesia, Yakni:®

%% peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2016, Tentang lembaga adat,
BAB VIII pasal 33.
% https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat
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Sebagai komponen pembentuk Republik Indonesia dan
cermin dari kemajemukan Indonesia, Masyarakat Adat tersebar
di seluruh wilayah Nusantara. Sekitar 70 juta Masyarakat Adat
yang terbagi menjadi 2.371 komunitas adat tersebar di 31
provinsi Tanah Air. Adapun sebaran Komunitas Adat terbanyak
berada di Kalimantan dengan jumlah mencapai 772 Komunitas
Adat dan Sulawesi sebanyak 664 Komunitas Adat. Adapun di
Sumatera mencapai 392 Komunitas Adat, Bali dan Nusa
Tenggara 253 Komunitas Adat, Maluku 176 Komunitas Adat,
Papua 59 Komunitas Adat dan Jawa 55 Komunitas Adat.
Selurun Komunitas Adat tersebut tergabung dalam Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Hingga 2018, luas wilayah adat yang sudah dipetakan
mencapai 10,86 juta hektare (ha). Sementara eksistensi wilayah
adat mencakup probabilitas tinggi hingga sangat rendah. Untuk
probabilitas tinggi sebesar 42,049 juta ha, sedangkan
probabilitas sangat rendah mendekati O mencapai 45,126 juta
Ha.

c. Organisasi Kemasyarakatan Nasional
1) Latar Belakang Terbentuknya Organisasi Kemasyarakatan

Nasional?’

27 https://www.gramedia.com/literasi/organisasi-pergerakan-nasional/
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Organisasi pergerakan nasional adalah sebuah gerakan yang
dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan
organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat
Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan
nasional. Latar belakang terbentuknya pergerakan nasional ini
adalah karena adanya kesadaran penderitaan dan kesengsaraan
bersama yang selama ini menimpa banyak masyarakat Indonesia
selama penjajahan. Itulah sebabnya organisasi pergerakan ini
diharapkan mampu mengakhiri  penderitaan  masyarakat
Indonesia, mendapat keadaan yang lebih baik, dan membuat
perubahan yang lebih baik lagi.

Tujuan Organisasi Kemasyarakatan Nasional

Tujuan organisasi pergerakan nasional adalah mencapai
kemerdekaan bangsa Indonesia yang bebas dari belenggu
penjajahan dan pihak kolonial asing yang sangat merugikan
bangsa. Organisasi-organisasi pergerakan nasional ini berupaya
untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan juga demi
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Organisasi pergerakan
nasional yang berisi sekelompok orang dengan struktur
keanggotaan resmi ini memiliki satu tujuan untuk bersama-sama
berjuang untuk kepentingan bersama di atas nama bangsa
Indonesia. Itulah sebabnya tujuan organisasi ini menjadi lebih

lancar dan baik karena menuju tujuan yang sama.
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Pada jangka waktu tertentu terbentuklah beberapa organisasi
pergerakan nasional. Bahkan setelah organisasi tersebut lemah atau
tumbang kemudian kabangkitan muncul kembali untuk membuat

organisasi pergerakan baru yang lebih kuat.
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METODE PENELITIAN
Kebenaran adalah titik tumpu dari sebuah karya ilmiah. Kesesuaian fakta
serta aturan dan obyektif kemudian masuk akal serta memiliki asumsi-asumsi.®
Oleh karena itu, kebenaran ilmiah harus memiliki metode serta aturan yang sesuai.
Dalam tahapan ini, metode memiliki peran penting dalam sebuah karya ilmiah.
Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan
sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap karya ilmiah dalam bentuk
penelitian selalu menggunakan metode.?
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu dan tempat penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian
“Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam
Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammdiyah
Kalimantan Tengah” ini dilaksanakan selama 15 bulan sejak pembuatan
penerimaan judul sampai sampai ujian skripsi.
Tabel 1:

Alokasi Waktu Penelitian

2021
No. Kegiatan
Agu Sep Okt Nov Des
L Penerimaan
" | Judul

?® Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta: Rajawali Pers,
2013), 5.
* Ibid., 5.
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5 Pembuatan
' Proposal
3 Bimbingan
" | Proposal
Seminar
4.
Proposal
5. | Revisi proposal

2022
No. Kegiatan

Penelitian
dan
Pengumpulan
Data

Penyusunan
dan
Bimbingan

Skripsi

Sidang

Munagasah

Tempat penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan,
dalam penelitian ini penulis memilih Kota Palangka Raya sebagai tempat
penelitian disertai dengan pertimbanganya, yaitu sebagai berikut: Kantor
serta pengurus wilayah baik dari Nahdlatul Ulama maupun

Muhammadiyah Kalimantan Tengah berada di kota Palangka Raya.
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B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dalam
bahasa Inggris disebut dengan empirical legal research sebagai salah satu
jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum
dalam masyarakat. Penelitian Hukum Empiris metode penelitian hukum
yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku
manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun
perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian
empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang
berupa peninggalan fisik maupun arsip.*® Kemudian, dalam penelitian
hokum empiris penulis juga menggunakan penelitian hukum yuridis
sosiologis yaitu penelitian berbasis hokum normatif atau peraturan untuk
mengamati reaksi serta interaksi masyarakat yang telah dimasukan norma
hokum.®* Penelitian yuridis sosiologis merupakan cakupan dari obyek
yang diteliti yaitu manusia yang berinteraksi dengan hokum sehingga
timbul reaksi yang ditetapkan suatu aturan hokum peraturan perundang-
undangan positif. Penulis juga menggunakan penelitian hokum yuridis
sosiologis ini untuk meneliti hokum peraturan perundang-undangan dari
berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, social, lingkungan, agama
serta budaya yang mempengaruhi masyarakata ketika hokum itu masuk

dalam peradapan masyarakat.*

*® Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif
(Pustaka Pelajar 2010), 280.
*" Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press,2020), 80.
32 .
Ibid., 86.
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Penulis dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana hukum terkait
aturan perundang-undangan mengenai pembubaran ormas di Indonesia
kota Palangka Raya. karena dari jenis penelitian ini bisa mencari tahu
permasalahan-permasalahan apa yang ada di balik pelaksanaan dan
penegakan hukumnya.*®

Penulis melihat banyaknya pro dan kontra dalam pembubaran ormas
Islam ini, sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan
mengetahui dan menemukan fakta-fakta, serta tanggapan-tanggapan untuk
memperluas pengetahuan dan Pembelajaran, sehingga jika data yang
dibutuhkan sudah terkumpul maka menuju kepada identifikasi masalah
(Problem solution).* Jenis penulisan hukum yuridis sosiologis yaitu
penulisan berbasis hokum normatif atau peraturan untuk mengamati reaksi
serta interaksi masyarakat yang telah dimasukan norma hokum.*
Penulisan yuridis sosiologis merupakan cakupan dari obyek yang diteliti
yaitu manusia yang berinteraksi dengan hokum sehingga timbul reaksi
yang ditetapkan suatu aturan hokum peraturan perundang-undangan
positif. Penulis juga menggunakan penulisan hokum yuridis sosiologis ini
untuk meneliti hokum peraturan perundang-undangan dari berbagai aspek
seperti pendidikan, ekonomi, social, lingkungan, agama serta budaya yang
mempengaruhi masyarakata ketika hokum itu masuk dalam peradapan

masyarakat.*®

** Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 134.
** Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Prektek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.
*> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press,2020), 80.
36 -

Ibid., 86.
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Penulis dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana hukum terkait
aturan perundang-undangan mengenai pembubaran ormas di Indonesia
kota Palangka Raya. karena dari jenis penulisan ini bisa mencari tahu
permasalahan-permasalahan apa yang ada di balik pelaksanaan dan
penegakan hukumnya.*’

Penulis melihat banyaknya pro dan kontra dalam pembubaran ormas
Islam ini, sehingga penulis melakukan penulisan dengan tujuan
mengetahui dan menemukan fakta-fakta, serta tanggapan-tanggapan untuk
memperluas pengetahuan dan Pembelajaran, sehingga jika data yang
dibutuhkan sudah terkumpul maka menuju kepada identifikasi masalah
(Problem solution).®® Jenis pendekatan penulisan Dalam menganalisis
data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif socio legal. Pendekatan
kualitatif adalah suatu cara analisis penulisan yang menghasilkan data
deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara
tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata.** Kemudian diteliti
dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh sehingga penulis menentukan
data dan bahan hukum yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan
hukum yang di perlukan dalam penulisan. Maka yang dipentingkan dalam
pendekatan kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut

melalui data dan informasi dari masyarakat.

82.

*” Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 134.
% Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Prektek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.
** Muhaimin, Metodologi Penelitian Hukum ((Mataram: Mataram University Press,2020),
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Pendekatan kualitatif socio legal menurut peter Mahmud Marzuki
adalah penulisan yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial, artinya
dalam penulisan socio legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah
sosial. Penulisan-penulisan tersebut merupakan penulisan yang berkaitan
dengan perilaku individu atau masyarakat dengan hukum.

C. Data Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data
sekunder yang terbagi atas dua bahan hukum yakni bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan
hukum yang mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan objek penulisan.®® Pada penulisan ini bahan hukum primer
yang digunakan berupa undang-undang organisasi masyarakat, perpu
nomor 2 tahun 2017, Surat Keputusan Bersama dari menteri dalam
negeri, menteri hukum dan HAM, menteri komunikasi dan informatika,
jaksa agung, kepala kepolisian republic Indonesia, dan kepala badan
penanggulangan terorisme. Adapun bahan sekundernya yakni semua
dokumen yang memberikan penjelasan terkait pembubaran Hizbut Tahrir
Indonesia dan Front Pembela Islam oleh pemerintah dan respon
tanggapan yang diberikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan

Muhammadiyah Kalimantan tengah.

“ Ediwarman, Monograf: Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulis Skripsi, Tesis,
dan Disertasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), 21.
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D. Objek Dan Subjek Penelitian

Objek penulisan merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari
suatu penulisan, titik perhatiannya ialah fenomena permasalahan yang
terjadi di lapangan, yaitu pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia dan
Front Pembela Islam

Adapun subyek penulisan ini adalah pengurus wilayah Nahdlatul
Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Berdasarkan tekhnik
data sampel purposive sampling subyek yaitu pengurus wilayah Nahdlatul
Ulama Kalimantan Tengah dengan responden 3 orang, dan pengurus

wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah dengan responden 2 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini
adalah sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara adalah komunikasi antar dua pihak atau lebih
yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak
berperan sebagai interviewer (pewawancara) dan pihak lainnya
berperan sebagai interviewee (orang yang diwawancara). Teknik
wawancara Yyang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah
wawancara semi terstruktural. Wawancara semi struktural yaitu
wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan dan sifatnya fleksibel
atau terbuka, tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang

telah ditentukan serta memungkinkan pertanyaan baru yang akan
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muncul untuk mengetahui lebih dalam mengenai data yang akan
diambil. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terhadap 3
(tiga) orang subjek dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan 2
(dua) orang subjek dari pengururs wilayah Muhammadiyah
Kalimantan Tengah.
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari
dokumen-dokumen.** Dokumen-dokumen berupa tulisan, gambar,
atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang
berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (life
histories), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen
yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.
Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film
dan lain-lain. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan
data-data yang berhubungan dengan masalah penulisan. Melalui
teknik pengumpulan data dokumentasi.
F.  Teknik Pengabsahan Data
Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa sesuatu yang
telah diamati dan diteliti penulis, sesuai atau relevan dengan apa yang
sesungguhnya ada dan memang benar terjadi. Hal ini dilakukan penulis

untuk memlihara dan menjamin bahwa data yang dikumpulkan itu benar,

* Akbar Dan Usman, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: Remaja Rosdakarya,

2000),73.
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baik bagi pembaca maupun subjek yang diteliti, maka diperlukan
pengujian terhadap berbagai sumber data dengan teknik data.

Pengabsahan menjamin bahwa data yang terhimpun benar-benar
valid, maka diperlukan pengujian terhadap berbagai sumber data dengan
teknik triangulasi data. Triangulasi menurut moleong adalah teknik
pemerikasaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di
luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data itu.

Lebih lanjut lagi Moleong yang mengutip pendapat Denzim dan
Patton menyatakan: “Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang
memanfaatkan penggunaan sumber, berarti membandingkan dan
mengecek balik derajat kepercayaan satu informasi yang diperoleh
melalui waktu dan alat yang berbeda.Tentang keabsahan data dapat
dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil
wawancara,

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan
apa yang dikatakannya secara pribadi,

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penulisan dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang
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berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang
pemerintahan,

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.*?

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penulisan ini
adalah triangulasi dengan sumber. yaitu menganalisis jawaban
subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber
data lain-lainnya) yang tersedia. Disini jawaban subjek di cross-
check dengan dokumen dan observasi yang dilakukan penulis.

G. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penulisan ini yakni teknik analisis data
kualitatif dengan cara mengolah data kemudian diuraikan untuk memberi
gambaran (deskriptif) terkait permasalahan yang diangkat dalam
penulisan. Uraian-uraian yang berisi panafsiran, penalaran, serta
argumentasi rasional (analitik) tersebut bertujuan untuk menjelaskan dan
h.43

mempertahankan gambaran yang diperole

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam yang
dilakukan oleh pemerintah dianalisis melalui tinjauan hukum tata negara. Hal-
hal yang dianalisi yakni mengenai hukum yang belaku di Indonesia sebagai
negara hukum, undang-undang tentang pembubaran yakni perpu tahun nomor 2
tahun 2017 dan Surat Keputusan Bersama, serta pendapat yang dikemukakan
tokoh dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
Kalimantan tengah.

*Lexi J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2004),177-178.

* TTM, “Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syariah TAIN
Palangka Raya” (Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2020), 13-14.
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Front Pembela Islam seperti yang ada dimana organisasi ini kata
Front menandakan organisasi ini berada dibarisan paling depan, pembela
Islam yang dimana organisasi ini memfokuskan pada ajaran Islam sebagai
landasan kegiatannya, organisasi ini menganggap pemerintah tidak berada
dipihak Islam maka berdirilah organisasi ini sebagai banteng Islam,
Ideologi utama Front Pembela Islam ini adalah amar ma ruf nahi mungkar
yang akan ditegakkan sempurna disetiap sisi kehidupan manusia.** Front
pebela Islam berharap dengan adanya organisasi ini menciftakan umat
yang shalih dan negeri yang baik, karena menurut Front Pembela Islam
Negara sudah mulai tidak terkontrol dan pemerintah tidak mampu
mengontrolnya. Hal ini yang membuat Front Pembela Islam ingin
mengambil alih tugas dengan kekuatan amar ma’ruf nahi mungkar yang
sifatnya mendesak. Selain amar ma’ruf nahi mungkar Front Pembela Islam
juga mempunyai argument politis yang dimana organisasi beranggapan
sebagai agama mayoritas di Indonesia, maka penegakkan hukum harus
sesuai dengan syariat Islam, sehingga organisasi ini memberikan alasan
dengan adanya asas proposionalis rialistis yang tidak diskriminatif.* Itulah
konsep Front Pembela Islam didalamnya ada kegiatan pengajian dan aksi
di jalan yang selalu berkonsep pada amar ma’ruf nahi mungkar.
Pembubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam ditinjau

dari hukum tata negara .

* Novita Dinar Rahmawati, “’Respons Muslim Tionghoa Surabaya Terhadap Konsep
Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersyariah Front Pembela Islam’’ (Skripsi—Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2020), 40.

* Ibid., 41.
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BAB IV

HASIL PENULISAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan tengah dibentuk melalui proses yang
panjang, sehingga pada tanggal 23 mei 1957 sebagai punyaknya
dengan dikuatkan undang-undang darurat nomor 10 tahun 1957, yakni
pembentukan daerah swatantra tingkat | Kalimantan tengah. Sejak
disahkannya undang-undang tersebut Kalimantan tengah resmi
menjadi daerah otonom dan opada tanggal yang sama menjadi hari
jadi provinsi Kalimantan tengah.
Sedangkan presiden republic Indonesia menenm tiang pertama
pembangunan kota Palangka Raya pada 17 juli 1957 dengan
diresmikannya tugu/monument lambang ibu kota provinsi Kalimantan
tengah di pahandut yang memiliki beberapa makna, yakni:46
a. Angka 17 melambangkan hikmah proklamasi kemerdekaan
Indonesia

b. Pilar yang berjumlah 17 menandakan senjata untuk berperang

c. Tugu api yang mengartikan bahwa api semangat kemerdekaan
dan pembangunan yang tidak akan padam

d. Segi lima tugu yang melambangkan pancasila mengandung

makna ketuhanan yang maha esa.

“® Portal Resmi Pemerintah Kota Palangka Raya, “Sejarah Palangka Raya”, dalam
https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/ (02 Juni 2020).
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46

Undang-undang tahun 21 tahun 1958 ibu kota yang dulunya
pahandut diubah menjadi Palangka Raya.*’

Berdasarkan Undang-Undang darurat Nomor 10 tahun
1957 merupakan bagian integral pembentukan provinsi
Kalimantan tengah, lembaran negara nomor 53 berikutnya
dijelaskan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku
mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-
Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan
Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958,
Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959
mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang
menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5
(lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya*®

Kemudian undang-undang 27 tS5ahun 1959 dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal
22 Desember 1959 Nomor : Des. 52/12/2-206 diberlakukan
maka ditetapkanlah pemindahan ibukota dari banjar masin
menuju Palangka Raya pada tanggal 20 desember tahun 1959.
Kemudian, kecamatan Kahayan tengah yang berad di pahandut
secara bertahap mengalami perubahan-perubahan seperti
banyaknya tugas yang dilimpahkan untuk membuat Kotapraja

Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten

" bid.
“8 Ibid.
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Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.*® Bapak
tjilik riwut dilantik oleh menteri dalam negeri membuat semakin
jelasnya peningkatan bertahap kecamatan Kahayan tengah pada
tanggal 23 desember 1959 hingga kecamatan Kahayan Tengah
di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.>
Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja
Palangka Raya dibentuk pada tanggal 11 mei 1960 yang
dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni
1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja
Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan
Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.”*
Perubahan  peningkatan dan pembentukan yang
dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif
Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:
1) Kecamatan bukit batu tangkiling
2) Kecamatan palangka di pahandut
3) Kecamatan petuk katimpun di marang ngadurung langit.>2
Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di
Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:
1) Kecamatan Pahandut di Pahandut.

2) Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

* Ibid.
%0 Ibid.
1 bid.
52 |bid.
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Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah
mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung,
yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan
untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat
dipenuhi serta dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal
12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif
Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya
yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi
Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR,
Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-
pejabat Depertemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah
Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak 11
Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan
Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.*?

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit
Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah
yang tidak dapat dilupakan sebelum wupacara peresmian
dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi
penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja
Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori

oleh Wing Pendidikan 1l Pangkalan Udara Republik Indonesia

% |bid.
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Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di
bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara Il M. Dahlan, mantan
paratrop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17
Oktober 1947.*

Demonstrasi  penerjunan  payung dilakukan  dengan
mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan
Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak
pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten
Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratrop 17 Oktober 1947)
yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan
Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya
dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke
lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala
Daerah Tingkat | Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut unjuk
selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri
Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.”

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya
tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya,
Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Kalimantan Tengah,
menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui

Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia,

* Ibid.
% Ibid.
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kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama

Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.*®

2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

a. Gambaran Umum

b.

Secara umum kota Palangka Raya memiliki beberapa
gambaran jika dilihat sebagai kota yaitu perkotaan, pedesaan
dan hutan. Kota ini memiliki luas 2.853,52 KM? yang
menjadikan kota ini kota terbesar urutan ketiga di Indonesia
sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota
mengembangkan dan memajukan kota Palangka Raya.
Pemerintah semakin mengembangkan kota Palangka Raya
sebagai wujud apresiasi perkotaan berkembang.

Letak Geografis

Palangka Raya adalah kota yang terletak pada 113°30°-

114°07" Bujur Timur dan 1°35°- 2°24" LintangSelatan, dengan
luas wilayah 2.853,52 Km2 (267.851 Ha) dengan topografi
terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang
dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan
dengan:

Sebelah Utara : Dengan Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

% Ibid.
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Sebelah Barat : Dengan Kabupaten Katingan °’

Palangka Raya memiliki wilayah yang terdiri dari 5 (
lima) kecamatan yang terdiri dari kecamatan sebangau,
kecamatan pahandut, kecamatan bukit batu, kecamatan
sebangau serta yang terakhir kecamatan rakumpit dengan luas
yang berbeda-beda yaitu 641,51 Km?, 119,37 KM? 603,16
KM?, 603,16 KM?, 1.101,95 KM?.*®

c. Jumlah penduduk
Kota Palangka Raya pada tahun 2019 memiliki penduduk
sebanyak 266.020 orang yang terdiri dari 135.256 orang laki-
laki dan 13 0.764orang perempuan. Penduduk yang terbanyak
terdapat dikecamatan jekan raya a dengan 140.173 penduduk
Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat
Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana
terdapat 370 orang setiap Km?. *°
d. Visi dan Misi Kota Palangka Raya
1) Visi
Visi kota Palangka Raya yaitu “’terwujudnya kota
Palangka Raya yang maju, rukun, dan sejahtera untuk

semua’’ visi ini selama periode 2018-2023.%°

> Badan Pusat Statistik, Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020 (Palangka Raya:
BPS Kota Palangka Raya, 2020), 8.

*® Ibid.

> 1bid.

%0portal Resmi Pemerintah Kota Palangka Raya, “Visi Misi Kota Palangka Raya”,
dalam https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/ (02 Juni 2020).
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2) Misi
Adapun misi dari kota Palangka Raya sebagai
berikut:

a) mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart
Environment (lingkungan cerdas) meliputi
Pembangunan Infrastruktur, teknologi informasi,
pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan,
pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata
ruang, transfortasi.

b) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat
smart society (masyarakat cerdas) meliputi
pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan,
layanan publik, kerukunan dan keamanan.

c) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Palangka
Raya smart economy (ekonomi cerdas) meliputi
pengembangan industri, usaha kecil dan menengah,
pariwisata, dan perbankan.®*

3. Kantor Pengurus Wilayah Nadatul Ulama Kalimantan Tengah
Kantor secretariat pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama
Kalimantan tengah terletak di Kantor secretariat pengururs wilayah
Nahdlatul Ulama berada di jalan RTA.Milono KM. 3 kode pos 73111

kelurahan Langkai kecamatan Pahandut kota Palangka Raya. Kantor

%1 Ibid.
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PW. NU berada satu komplek dengan pusat pendidikan Nahdlatul
ulama, SMA Nahdlatul Ulama dan SMP Nahdlatul Ulama.
4. Kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah

Kantor  Sekretariat Pimpinan  Wilayah  Muhammadiyah
Kalimantan Tengah terletak di Komplek Perguruan Muhammadiyah
Palangka Raya, tepatnya di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah
Kalteng lantai dasar (Masjid Darul Argam) yang beralamat di jalan
RTA Milono Km. 1,5, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka
Raya.

Di Komplek Perguruan Muhammadiyah Palangka Raya dengan
luas lahan £ 2,6 Ha tersebut, selain terdapat Kantor Sekretariat
Muhammadiyah Kalteng, juga terdapat Amal Usaha Muhammadiyah
bidang pendidikan, yaitu Universitas Muhammadiyah Palangka Raya,
SMA Muhammadiyah 1 Palangka Raya, SMP Muhammadiyah
Palangka Raya dan SD IT Muhammadiyah Palangka Raya. Selain
Amal Usaha Pendidikan, di komplek tersebut juga terdapat Amal
Usaha Muhammadiyah lainnya seperti Klinik, minimarket dan toko
Suara Muhammadiyah Corner.

B. Gambaran Umum Organisasi Masyarakat
1. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)
a) Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia
Hizbut Tahrir atau juga dikenal sebagai partai pembebasan

ialah organisasi politik Islam ideologi berskala internasional yang
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aktif memperjuangka dakwah Islam, agar umat Islam kembali
kepada masa kejayaan Islam melalui sistem khilafah Islamiyah.

Hizbut Tahrir mengadopsi pemahaman dalam berbagai
pamphlet dan buku yang dikeluarkannya serta menjelaskan dalil
secara detail dalam setiap hukum, pendapat, pemikiran serta
konsep. Dengan tujuan utama mengambilakan kaum muslim
kedalam kekehidupan n Islam di dalam Dar al-Islam dan
masyarakat Islam, yang berarti seluruh urusan kehidupan di
dalamnya dijalankan menyesuaikan dengan hukum syara yang
berlaku dan pandangan hidup yang berlaku yakni halal haram.

Pada awal 1980-an Hizbut Tahrir menyebarkan gagasan dan
pemikiran negara Islam atau khilafah, banyak bertumbuhan
organisasi raikal internasional masuk ke Indonesia melalui kampus-
kampus perguruan tinggi serta melalui dakwah-dakwah kampus.®

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah organisasi yang
mengkampanyekan dan memperjuangkan formalisasi syariat Islam,
Hizbut Tahrir Indonesia adalah bagian dari organisasi Islam yang
tergabung dengan Hizbut Tahrir berbagai negara dan merupakan
gerakan Islam yang bercorak transnasional yang berpusat di

Yerussalem dan Yordania.

82 Ruwaifi bin Sulaimi, “Kelompok Hizbut Tahrir dan Khilafah (Sorotan Ilmiah tentang
Selubung Sesat Suatu Gerakan)”, http://www.asysyariah.com (rabu, 27, Juli 2022), 24.

6 Kurnia Indaah, “Konsep Gender dalam Media Islam Online”, (skripsi--Yogyakarta:
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014), 44.
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Transmisi Hizbut Tahrir sebagai gerakan ke Indonesia
terjadi pertama kali pada tahun 1982-1983 melalui M. Mustofa
dan Abdurrahman al Baghdadi, Pada mulanya, ketertarikan
Mustofa kepada buku-buku karya Syaikh Tagiyuddin al
Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Abdurrahman al Baghdadi
sebagai jembatan organisasi tersebut dapat masuk ke Indonesia
dengan sebutan Hizbut Tahrir Indonesia dan terhubung dengan
Hizbut Tahrir internasional. Hizbut Tahrir Indonesia sebagai
partai politik, memiliki tiga karakteristik yaitu pertama, secara
ideologis partai ini berdasarkan Islam yang digunakan sebagai
cara pandang dalam melakukan penilaian terhadap berbagai hal.
Kedua, ruang geraknya bersifat transnasional karena Hizbut
Tahrir Indonesia adalah bagian dari Hizbut Tahrir Internasional
yang 52 Haedar, Gerakan Islam Syariat, him. 389 33
mempunyai perwakilan di berbagai Negara. Ketiga, aktifitas
Hizbut Tahrir Indonesia bersifat ekstra parlementer.

b) Dasar lahirnya HTI
Hizbut Tahrir Indonesia didasarkan pada pandangan-
pandangan ideologis sebagai berikut: Pertama, Hizbut Tahrir
Indonesia mengemban dakwah dalam rangka memenuhi seruan
Allah. Salah satu hal penting yang merupakan seruan Allah adalah
terwujudnya sistem khilafah dan diterapkannya hukum-hukum

Allah di muka bumi.
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Kedua, Hizbut Tahrir Indonesia  dalam dakwahnya selalu
berpedoman pada basis hukumhukum syara’ sebagai asas bagi
keseluruhan tindakan dan aktifitasnya. Oleh sebab itu, Hizbut
Tahrir Indonesia bertekad kuat untuk bersikap terus terang, berani,
tegas, serta menentang setiap hal yang bertentangan dengan Islam.
Lebih Lanjut Hizbut Tahrir Indonesia tidak mau berkompromi
dengan para penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam.

Ketiga, Hizbut Tahrir Indonesia berjuang untuk menerapkan
Islam secara sempurna yang meliputi seluruh hukum syara’ Bagi
Hizbut Tahrir, pelembagaan syariat Islam dalam kehidupan Negara
bahkan melekat dengan tujuannya yaitu untuk membangun kembali
daulah khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga urusan
pemerintahan dapat dijalankan sesuai dengan apa yang diturunkan
Allah.
c¢) Bidang-bidang HTI
Adapun bidang-bidang pada orgaisasi Hizbut Tahrir Indonesia
yakni:
1) Amir /Leader of HT (Pimpinan HT)
2) Badan Penanggung Jawab Pemilihan Amir
3) Badan Administrasi
4) Mazhalim (Badan Enforcement

5) Kiedat (Badan Legislatif Tertinggi)
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6) Departemen Politik (Departemen Informasi dan dapartemen
ideology)
7) Perbendaharaan (bertanggung jawab pada keuangan dan
donasi)
8) Mu’tamat (Pemimpin Regional)
9) Kitab mas’ul (bertanggung jawab atas literatur dan
penerbitan

10) Komite Ragional

11) Perbendaharaankitab as’ul

12) Mas’ul

13) Kitab Mas’ul

14) Asisten Mas’ul®

d) Tujuan dan fungsi HTI
Adapun tujuan Hizbut Tahrir Indonesia:
1) Melangsungkan kembali kehidupan Islami
2) Mengemban dakwah Islam kesegala pejuru dunia
Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat

Islam ke masa kejayaan dan keemasannya, yakni tatkala umat
dapat mengambil alih kendali negaranegara dan bangsa-bangsa di
dunia ini. Hizbut Tahrir juga berupaya agar umat dapat
menjadikan kembali dawlah Islam sebagai negara terkemuka di

dunia sebagaimana yang telah terjadi pada masa silam; sebuah

® Muhammad Idrus Ramli, Hizbut Tahrir Ideologi dan Ajaran, www.aswaja-nu.com,
http://www.abbah.yolasite.com/resources/ KESESATAN%20HIZBUT%20BAHLUL%20TAHRIR
.pdf.html, (27 juli 2022)
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negara yang mampu mengendalikan dunia ini sesuai dengan
hukum Islam.®

Visi dan Misi Visi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia adalah
melanjutkan kehidupan Islam melalui penegakan Khilafah.
Sedangkan misi kelompok tersebut ialah membina umat dengan

pemikiran-pemikiran Islam serta membongkar orang-orang kafir.

2. Front Pembela Islam (FPI)
a. Sejarah Berdirinya FPI

Front Pembela Islam resmi berdiri pada hari senin, 24
Rabiuts Tsani 1419 H bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1998,
di pondok pesantren Al-Umm, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta
Selatan. Berlangsungan pada peringatan kemerdekaan Indonesia
ke-53, menurut Alzastrouw yang dikutip oleh Fathorrahman dan
Mujahra.®

Perkumpulan di pesantren al-Umm oleh ulama, kyai serta
ustad yang berasal dari Jabodetabek. Pertemuan tersebut
mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia serta membahas isu
hangat yang melanda Indonesia yakni, mulai dari ketidak adilan
hingga hak asasi manusia, yang sebagian besar korbannya adalah
umat Islam. Di antara tokoh yang hadir adalah K.H. Cecep

Bustomi (putra anak Kkiai terkenal di daerah Banten, KH

65 [
Ibid., 26.
% Athorrahman dan Mujahra, Menakar Kembali Akar Ideologi Ormas Radikal-
Fundamentalis (Studi Kasus Terhadap Front Pembela Islam (FPI), Jurnal Keislaman dan
Kemasyarakatan, Vol. 1, No.2 2017, 296.
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Bustomi), Habib Idrus Jamalullail ( Nama lengkapnya, Habib
Fachry bin Idrus Jamalullail, Mubalig dan Imam Besar Masjid
Nurul Abrar Jakarta), K.H. Damanhuri (Mubaligh dan Pimpinan
Pesantren al-Karimiyah, Sawangan Baru Kota Depok), Habib
Muhammad Rizieq Syihab (Imam Besar Front Pembela Islam
sejak didirikan sampai sekarang), dan K.H. Misbahul Anam
(Mugaddam Tarekat Tijani dan Pimpinan Pondok Pesantren Al-
Umm, Ciputat, Jakarta Selatan), sebagai tuan rumah. Dalam
pertemuan itu, ada kesepakatan untuk membentuk forum yang
akan mengakomodasi aspirasi masyarakat serta untuk
menemukan solusi terbaik untuk berbagai problematika tersebut.
Pertemuan yang telah terjadi tersebut selanjutnya disebut sebagai
hari jadi Front Pembela Islam (FP1).%’

Terbentuklah Front Pembela Islam yang disepakatai ulama
yang berhadir, Dengan demikian nama "Front Pembela Islam",
organisasi yang berkomitmen untuk mempertahankan "nilai" dan
"ajaran”, bukan orang atau kelompok tertentu. Hal itu
mengandung arti, seperti dikatakan Habib Rizieq, pendiri dan
ketua Front Pembela Islam, bahwa Front Pembela Islam juga
sangat mungkin membela kelompok non-Muslim, khususnya

yang teraniaya atau membutuhkan bantuan umat Islam karena

87 Jamhari, J. J, Gerakan Salafi Radikal di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2004), 129-130.
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membantu mereka merupakan salah satu bagian dari ajaran
Islam.®®
b. Dasar Lahirnya FPI
Dasar lahirnya ialah adanya kekecewaan dari masyarakat
serta tokoh agama kepada pemerintah yang dianggap tidak adil
pada kaum muslim sehingga banyak korban dari kaum muslimin,
pemerintah tidak bisa mengatasi kemungkaran dan kezholiman
yang terjadi di Indonesia sehingga Front Pembela Islam harus ikut
serta membela Islam.
c. Bidang-bidang FPI
Adapun beberapa bidang dari orgnanisasi Front Pembela
Islam yakni:
1). Bidang ibadah
2). Dakwah
3). Fatwa
4). Departemen Luar Negeri
5). Sospol Hukum dan HAM
6). Kebudayaan
7). Jihad
d. Tujuan dan Fungsi FPI
Didirikannya Front Pembela Islam salah satu tujuan

adalah melakukan amar ma'raf nahi munkar. Dalam

®8 Ibid., 132.
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menegakkan amar ma'ruf, Front Pembela Islam ternyata lebih
mengutamakan metode yang bijaksana dan lembut melalui
langkah-langkah mengedepankan metode hikmah
(kebijaksanaan dan kelembutan) dalam menyampaikan nasihat
yang baik (mau'izah hasanah), dan mendiskusikannya dengan
cara terbaik. Adapun dalam melakukan dan mengaplikasikan
nahi munkar, Front Pembela Islam mengutamakan sikap lugas
dan tegas yang dipraktikkan antara melalui penggunaan
kekuatan saat mampu melakukan yang tercermin dalam
ketegasan sikap dalam konteks tidak menyetujui terlebih
mendukung bentuk apapun dari perbuatan munkar.
C. Hasil Penelitian

Data penulisan yang disajikan skripsi ini merupakan hasil penulisan
yang diperoleh penulis dari sumber data dengan teknik wawancara,
observasi, dan dokumentasi tentang “Pembubaran organisas Hizbut
Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam (Perspektif pengurus wilayah
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah)”.

Adapun hasil penulisan yang diperoleh penulis dari sumber data
dengan teknik wawancara, obeservasi, dan dokumentasi disajikan sebagai
berikut:

1. Subjek I (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan
Tengah dan Dosen serta wakil dekan 3 IAIN Palangka Raya)

Nama (inisial) : SA
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Jabatan : Dosen

Pada mulanya penulis melakukan wawancara kepada subjek
pertama yang berinisial SA selaku pengurus wilayah Nahdlatul
Ulama Kalimantan tengah yang berisikan pertanyaan terkait data

yang diperlukan.

Untuk rumusan masalah pertama  menanyakan apakah
narasumber tahu tentang organisasi hizbut tahrir Indonesia dan

front pembela islam? Kemudian narasumber mengatakan :

“tahu, organisasi hizbut tahrir dan front pembela islam yang
dibubarkan  oleh  pemerintah,  dibubarkan  karena

pelanggaran”69

Subjek SA menjelaskan bahwa subjek mengetahui akan adanya

organisasi Hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam

Kemudian penulis menanyakan lagi apakah subjek SA
mengetahui alasan pembubaran oleh pemerintah kepada hizbut
tahrir Indonesia?
karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh HTI,
semacam merubah ideology negara dari pancasila menjadi

ideology islam dan negara kekhalifahan itu sudah salah.

% SA, Wawancara, (Palangka Raya, 12 september 2022)
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Kemudian FPIl selalu rusuh jika berdakwah dan anti

toleransi.”

Subjek SA menjelaskan bahwa HTI dan FPI melakukan beberapa
pelanggaran seperti HTI ingin merubah idologi negara dan FPI

selalu berdakwah yang berakhir rusuh hingga anti toleransi.

Penulis menanyakan kembali, apakah subjek SA mengetahui
dasar pembubaran hizbut tahrir Indonesia dan front pembela
islam, apakah pebubaran itu sah menurut undang-undang,

kemudian subjek menjawab:

Dibubarakan dengan PERPPU dan SKB, itu sudah sesuai
dengan undang-undang, karena perpu kan dikeluarkan oleh
presiden dan SKB dikeluarkan oleh lembaga yang telah
disetujui presiden juga artinya ada kekuatan hukum yang

mengikatnya.”

Subjek SA menjelaskan bahwa dasar pembubaran HTI
menggunakan PERPPU dan Front Pembela Islam menggunakan

SKB itu sah sesuai undang-undang dan berkekuatan hukum.

Untuk rumusan masalah kedua penulis menanyakan
pembubaran tanpa peradilan yang dilakukan pemerintah kepada
hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam apakah itu sudah

sesuai hukum? Kemudian Subjek mengatakan:

" ibid.
" Ibid.
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Tidak semua kasus diselesaikan dalam persidangan atau
peradilan, ada pertimbangan hukum yang lainnya, salah
satunya diskresi pimpinan pasal 1 angka 9 undang-undang
nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang
berisiakan : Diskresi adalah peutusan dan/ atau tindakan yang
ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan
untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam
penyelenggaraan  pemerintahan  dalam hal peraturan
perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak
mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya
stagnasi pemerintahan.”® Pemerintah maka pembubran juga
sah tanpa peradilan, sesuai kebutuhan hukumnya.
Kemudian penulis bertanya kembali, apakah subjek SA
menyetujui atau menentang pembubaran HTI dan FPI? Subjek

pun menjawab:

Perpu dikeluarkan dengan latar belakang pemerintah resah
akan HTI yang ingin merubah haluan ideologi dan surat
keputusan bersama dikeluarkan lantaran FPl yang
memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintahan,
jika dilihat semakin waktu dua organisasi ini semakin
berkembang perekrutannya sehingga pemerintah

mengeluarkan perpu dan SKB yang memiliki kekuatan

"2 Undang-undang dasar 1945,pasal 1 angka 9 No. 30 tahun 2014,
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hukum yang sah. Jika pemerintah membiarkan HTI dan FPI
berkembang terus dan menyebarkkan pemahaman HTI yang
ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, maka NKRI
akan terancam karena di Indonesia bukan hanya agama Islam
namun juga ada agama lainnya yakni seperti Hindu, Budha,
Khatolik, dan Konghucu yang diakui keberadaanya di
Indonesia hingga disebut bhineka tunggal ika, jika
pemerintah membiaran HT1 menyebar maka agama lain akan
merasa terancam dan tertekan, sehingga bentrok antar
organisasi maupun bentrok agama tidak bisa dipungkiri dan
negara Indonesia akan hancur dengan sendirinya. FPI yang
semena-menanya menghakimi kalangan lain hanya karena
Indonesia adalah mayoritas Islam hingga tidak ada toleransi
yang diajarkan oleh FPl ke pengikutnya, itu sangat
membahayakan keutuhan NKRI. Latar belakang inilah yang
mendorong pemerintah mengeluarkan PERPPU dan SKB."
Subjek SA menjelaskan bahwa, Subjek menyetujui dan
mendukung pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front

Pembela Islam.

. Subjek Il (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan

Tengah dan Dosen IAIN Palangka Raya)

Nama (Inisial) : DR

3 Ibid.
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Jabatan : Wakil katib dan dosen

Pada mulanya penulis melakukan wawancara kepada subjek
pertama yang berinisial DR selaku penguru wilayah Nahdlatul
Ulama Kalimantan tengah yang berisikan pertanyaan terkait data

yang diperlukan.

Untuk rumusan masalah yang pertama penulis menanyakan
apakah subjek DR mengetahui adanya organisasi hizbut thahrir
Indonesia dan front pembela islam? Subjek DR menjawab:

“iya organisasi Islam juga lumayan besar namun masih besar

Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah juga”74

Subjek DR menjelaskan bahwa subjek mengetahui akan

organisasi Hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam.

Kemudian penulis menanyakan lagi, Apakah subjek DR
mengetahui alasan pembubaran dari pemerintah membubarakan
hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam? Subjek DR pun
menjawab:
Aturan yang ada di Undang-undang, sepengetahuan saya
setiap organisasi itu tidak boleh bertentangan dengan undang-
undang, apalagi Hizbut Tahrir Indonesia ini berideologi
berdasarkan Islam sebagai pedomannya. Nah ini kan berbeda

dengan ideologi pancasila, kemudian Front Pembela Islam ini

™ DR, Wawancara, (Palangka Raya, 16 maret 2022).
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dikenal anarkis, kasar, dengan melakukan apapun yang
menurut mereke benar, belum tentu apa yang mereka anggap
benar dengan orang lain, maka dibubarkan itu langkah yang
benar sudah oleh pemerintah. inilah alasan pemerintah

membubarakan HTI dan FPI.”

Penulis menanyakan kembali, apakah subjek DR mengetahui

dasar pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela
Islam, Apakah pebubaran itu sah menurut undang-undang,

kemudian subjek menjawab:

Tadi alasan  pembubarannya, kalau dasarnya itu
menggunakan PERPPU dan SKB, Nah perihal ini juga ada
diundang-undang ormas, dibubarkan tanpa peradilan diganti
dengan perpu dengan Surat Keputusan Bersama, menurut
undang-undang yang sudah diperbaharui itu boleh ja sudah
pada pasal 60 ayat 2 isinya boleh dibubarkan oleh menteri

dibidang hukum dan HAM."®

Subjek DR menjelaskan pembubaran HTI dan FPI sah

menurut undang-undang ormas pasal 60 ayat 2.

Untuk rumusan masalah kedua penulis menanyakan

pembubaran tanpa peradilan yang dilakukan pemerintah kepada

™ Ibid.
5 Ibid.
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hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam apakah itu sudah

sesuai hukum? Kemudian Subjek mengatakan:

Sebenarnya pemerintah sudah tau dan mengatur semuannya,
gak mungkin pemerintah membubarkan tanpa kesalahan dan
dibubarkan tanpa peradilan pasti pemerintah mempunyai
alasan tertentu, gak mungkin sembarangan dong. Bisa dilihat
lagi undang-undangnya, undang-undang tentang ormas, kamu
lihat lagi itu boleh atau tidak boleh, jika dalam undang-
undang itu pembubaran tanpa peradilan gak boleh maka
pemerintah salah membubarkan tanpa peradilan dan kalau

boleh artinya pemerintah mempunyai wewenang disitu.”’

Kemudian penulis bertanya kembali, apakah subjek SA

menyetujui atau menentang pembubaran HTI dan FPI? Subjek

menjawab:

Setelah melihat dari beberapa pelanggaran organisasi HTI
dan FPI saya setuju dengan pemerintah untuk membubarakan
organisasi-organisasi ini, dan pastinya pemerintah sudah

mematangkan keputusan tersebut.”

3. Subjek Il (pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan
tengah)

Nama : AM

™ pid.
8 Ibid.
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Jabatan : Wakil Katib dan Dosen

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada subjek
ketiga yang berinisial AM selaku penguru wilayah Nahdlatul
Ulama Kalimantan tengah, yang berisikan pertanyaan terkait data

yang diperlukan, yaitu :

untuk rumusan masalah yang pertama penulis menanyakan
apakah subjek AM mengetahui adanya organisasi Hizbut Thahrir
Indonesia dan Front Pembela Islam? Subjek AM menjawab:

“ya, mengetahui bahkan pengurus Nahdlatul Ulama itu

punya bukunnya judulnya ahlussunnah wal jamaah buku ini

ada membahas tentang HTI dan FPI dan kami jadikan juga

; . 7
sebagai bahan ajar” ’

Kemudian penulis menanyakan lagi apakah subjek AM
mengetahui alasan pembubaran oleh pemerintah kepada hizbut
tahrir Indonesia? Subjek menjawab:

Organisasi, perkumpulan, maupun kelompok-kelompok di
Indonesia sudah diatur dalam undang-undang ormas serta hak
asasi manusia yang menambabhi aturan tersebut, dengan adanya
hak asasi manusia maka perkumpulan tersebut itu bisa menjadi
suatu organisasi, apalagi organisai berbasiskan Islam kan sama
dengan Nahdlatul Ulama yang berbasiskan Islam jua, Semua

organisasi tu punya hak lawan kewajibannya masing-masing.

" AM, Wawancara, (Palangka Raya, 30 maret 2022)
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Sebenarnya makin bayak ormas Islam makin kuat agama
Islam, makin kokoh Islam, Nahdlatul Ulama itu dengan
senang hati bila adanya organisasi-organisasi Islam lainnya,
tapi Hizbut Tahrir Indonesia memang sama-sama berbasiskan
Islam tapi Nahdlatul ~Ulama itu mengikuti aturan dari
pemerintah tidak bertentangan kaya Hizbut Tahrir Indonesia,
kan ideology kita ni ideology pancasila tapi Hizbut Tahrir
Indonesia  ni ideology Islam, banyak jua pelanggarannya
dalam beberapa buku salah satunya yang dijadikan nu sebgai
bahan ajaran bukunya menjelaskan Hizbut Tahrir Indonesia
ini melanggar, kada menerima ayat al-Qur’an yang diturunkan
yang maknanya berbeda pendapat dengan ulama-ulama
lainnya. Front pembela Islam ini jua benar saja membela Islam
tapi caranya yang salah terlalu over terlalu berlebihan jua
sampai membuat ketidaknyamanan bila organisasi Hizbut
Tahrir Indonesia ini masih berdakwah, ya itu, karena heboh

membuat onar sampai keributan terjadi.*’

Subjek AM menjelaskan bahwa pembubaran HTI dan FPI

oleh pemerintah karena alasan HTI berbeda ideology dengan
negara Indonesia dan FPI dalam dakwahnya anarkis seringkali

berakhir ricuh.

8 Ibid.
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Penulis menanyakan kembali, apakah subjek AM mengetahui
dasar pembubaran hizbut tahrir Indonesia dan front pembela
islam, apakah pebubaran itu sah menurut undang-undang,

kemudian subjek menjawab:

Perpu dan Surat Keputusan Bersama ini kuat hukumnya
seperti yang saya jabarkan tadi, dalam undang-undang ormas
perpu dan Surat Keputusan Bersama ni berkekuatan hukum
yang sah oleh negara. Untuk menjaga keutuhan negara
kesatuan republik Indonesia pemerintah mengeluarkan perpu
No. 2 tahun 2017 dan Surat Keputusan Bersama oleh 6
lembaga negara ini tadikan karena adanya ketakutan dari
pemerintah adanya pemberontakan dan sebagainya artinya
negara dalam keadaan genting jika organisasi Hizbut Tahrir
Indonesia  dan Front Pembela Islam ini masih menjadi
organisasi yang digandrungi banyak masyarakat, bahaya itu

untuk negara.®*

Untuk rumusan masalah kedua penulis menanyakan
pembubaran tanpa peradilan yang dilakukan pemerintah kepada
hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam apakah itu sudah

sesuai hukum? Kemudian Subjek mengatakan:

Sudah jelas dalam undang-undangnya, itu undang-undang

ormas yang baru diperbolehkan pembubaran tanpa peradilan,

8 Ibid.
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kalau organisasi lawas memang kada dibolehkan, sudah bujur
ja pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia  dan

Front Pembela Islam.

Kemudian penulis bertanya kembali, apakah subjek
mendukung atau menolak pembubaran organisasi HTI dan FPI?

Subjek menjawab:

Pengurus wilayah Nahdlatul ulama itu mengikuti keputusan
pimpinan pusat artinya kami setuju dengan pembubaran

karena juga adanya pelanggaran dari HTI dan FP1.%

Subjek AM menyampaikan bahwa subjek setuju dengan
pembubaran serta mendukung pembubaran HTI dan FPI sesuali
dengan pelanggarannya dan mengikuti keputusan pengurus pusat

Nahdlatul ulama.

4. Informan (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan
Tengah)

Nama (Inisia) : AW

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Informan
yang berinisial AW melalui online, selaku penguru wilayah
Nahdlatul ulama Kalimantan tengah, yang berisikan pertanyaan

terkait data yang diperlukan, yaitu :

82 Ibid.
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Kehadiran organisasi yang berbasiskan Islam yakni Hizbut
Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam, Pada mula Penulis
bertanya kepada AW tentang Kehadiran organisasi yang
berbasiskan Islam yakni Hizbut Tahrir Indonesia  dan Front

Pembela Islam, subjek mengatakan:

Hizbut Tahrir ingin memaksakan kehendaknya untuk
menyebarkan khilafah ke beberapa negara, Namun kenyataan
di tolak atau dilarang oleh Lebih dari 20 negara, karena
mereka menganggap systim demokrasi adalah, besumber dari
barat dan yg mereka menyatakan bahwa selain system
khilafah batal dan harus dirombak dengan theokrasi yg
memberlakukan syariat Islam. Padahal di Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan falsapah Pancasila dan Dengan
UUD 1945. Pasal 29 ayat 1 dan 2 sudah jelas bahwa negara
menjamin untuk melaksanakan ajaran agama bagi setiap
pemeluk agama. serta yg jelas bahwa NKRI bukan negara

agama tetapi Negara yg berdasarkan Pancasila.®®

Kemudian  penulis  menanyakan  Pendapat tentang
pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam,

subjek mengatakan:

Saya sepakat HTI dibubarkan oleh pemerintah pada 8 Mei

2017 dengan putusan In Kracht oleh Mahkamah Agung pada

8 AW, wawancara (Palangka Raya, 16 November 2021)
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16 Pebruari 2019, Karena apabila HTI, tidak di bubarkan
akan semakin subur paham yg ingin mengganti Syitem
pemerintahan yg sdh menjadi Kesepakatan Para pendiri
Negeri ini, atau Panitia Sembilan dari keanggotaan BPUPKI
yang salah satu Anggota nya Adalah KH Wahid Hasyim dari
unsur NU.%
Kemudian penulis menanyakan tentang Hizbut Tahrir
Indonesia dan Front Pembela Islam dibubarkan tanpa peradilan,

subjek mengatakan:

“Saya berhusnudz Dzan kepada Pemerintah ,bahwa
pembubaran. HTI ini sudah sesuai dengan ketentuan

85
Hukum”.

Jika ada ormas lain yg menganggap ormas Hidzbut Thahrir
Indonesia dan Front Pembela Islam ini tidak harus di bubarkan,
apa tanggapan bapak terhadap ormas tersebut, subjek

mengatakan :

Silahkan ormas lain berpendapat, itu sikap mereka. Boleh
boleh saja. Kalau Saya berharap Ummat Islam harusnya
bersatu, Ikuti Pemimpin yang sudah Jelas. Sistem

pemerintahan kita yakni Republik. Ada Presidennsebagai

& 1bid.
% Ibid.
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waliyul Amri, adapun dalam amaliyah, ada yang berbeda

silahkan, asal punya sandaran Nash yg kuat.®

5. Subjek IV (Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan

Tengah)

Nama (Inisial)) : AS

Jabatan: ketua umum pengurus wilayah Muhammadiyah

Kalimantan tengah dan dosen

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada subjek
berinisial AS selaku penguru wilayah Muhammadiyah Kalimantan
Tengah, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan,

yaitu :

Untuk rumusan masalah yang pertama penulis menanyakan
apakah subjek AS mengetahui adanya organisasi Hizbut Thahrir
Indonesia dan Front Pembela Islam? Subjek AS menjawab:

Hadirnya organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia  dan

Front Pembela Islam itu adalah bentuk dari Indonesia sebagai

negara yang demokrasi ya, negara hukum yang demokrasi ya,

dengan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sah-sah saja boleh-boleh saja nih ada organisasi yang Islam

sebagai patokan hukumnya, pemerintah memberi kesempatan

kesemua ormas di Indonesia untuk berkolabirasi dalam

% Ibid.
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hukum di Indonesia, intinya Hizbut Tahrir Indonesia  dan
Front Pembela Islam setara saja dengan organisasi lainnya

kaya muhammadiyah ini.%’

(Hadirnya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan front pembela
Islam adalah bentuk dari penerapan Indonesia sebagai negara
demokrasi, negara hukum, serta negara yang menjunjung tinggi
hak asasi manusia, sah saja serta boleh saja jika ada organisasi
yag berpatokan pada agama Islam sebagai dasar hukumya,
pemerintah memberikan kesempatan kesemua ormas di Indonesia
untuk berkolabirasi dalam hukum di Indonesia, intinya Hizbut
Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam setara saja dengan

organisasi lainnya kaya muhammadiyah int)

Kemudian penulis menanyakan lagi apakah subjek AS
mengetahui alasan pembubaran oleh pemerintah kepada hizbut
tahrir Indonesia?

Pembubaran dilihat dulu apa kesalahannya, bagaimana
penyelesainnya, serta keringanan, dan pemberat organisasi
Hizbut Tahrir Indonesia  dan front pembela Islam, bukan
hanya Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam tapi
semua organisasi di Indonesia pemerintah  harus
menerangkan dengan seksama dengan hukum yang

transparan alasan kenapa dibubarkan dengan diterangkan

87 AS, Wawancara, (Palangka Raya, 28 januari 2022).
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kebanyak orang, agar semua tahu apa yang terjadi, Dilihat jua
wewenang pemerintah ni apakah berwewenang dalam
membubarkan atau tidak berhak, apakah sudah pas
pembubaran ni, kalau tidak dilihat seperti itu Hizbut Tahrir
Indonesia dan Front Pembela Islam bisa melakukan
perlawanan. Makanya dalam hal ini pengurus wilayah
muhammadiyah Kalimantan tengah maupun pengurus pusat
menutup diri terhadap kasus ini ni.
(Pembubaran dilihat dulu apa kesalahannya, bagaimana
penyelesainnya, serta keringanan, dan pemberat  organisasi
Hizbut Tahrir Indonesia dan front pembela Islam, bukan hanya
Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam tapi semua
organisasi di Indonesia pemerintah harus menerangkan dengan
seksama dengan hukum yang transparan alasan kenapa
dibubarkan dengan diterangkan kebanyak orang, agar semua tahu
apa yang terjadi, Dilihat juga wewenang pemerintah, apakah
berwewenang dalam membubarkan atau tidak berhak, apakah
sudah sesuai pembubaran ini, jika tidak dilihat seperti itu Hizbut
Tahrir Indonesia  dan Front Pembela Islam bisa melakukan
perlawanan. Makanya dalam hal ini pengurus wilayah
muhammadiyah Kalimantan tengah maupun pengurus pusat

menutup diri terhadap kasus ini)
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Penulis menanyakan kembali, apakah subjek SA mengetahui
dasar pembubaran hizbut tahrir Indonesia dan front pembela
islam, apakah pebubaran itu sah menurut undang-undang,
kemudian subjek menjawab:
“Kembali lagi pemerintah harus menerangkan bagaimana
bisa pembubaran melalui perpu dan Surat Keputusan

Bersama tidak sesuai undang-undang”.®®

Untuk rumusan masalah kedua penulis menanyakan
pembubaran tanpa peradilan yang dilakukan pemerintah kepada
hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam apakah itu sudah
sesuai hukum? Kemudian Subjek mengatakan:

Nah ini yang menjadi permasalahan banyak kalangan,

pemerintah harus menjelaskan dengan transparan dengan

adanya hukum-hukum yang berlaku di Indonesia agar
masyarakat awam maupun pihak lainnya ini mengerti akan
alasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia  dan Front

Pembela Islam ini, harus dipaparkan kesalahnnya.®

Kemudian penulis menanyakan kembali apakah subjek
mendukung atau menolak pembubaran HTI dan FPI? Subjek

menjawab:

& bid.
8 Ibid.
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Pengurus wilayah muhammadiyah menutup diri tentang isu
pemerintahan ini karena perpu dikeluarkan karena keadaan
mendesak, perpu dikeluarkan oleh pemerintah untuk HTI,
harusnya pemerintah menjelaskan keadaan tersebut, apalagi

pembubaran tanpa peradilan.*

6. Subjek V (Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan
Tengah)

Nama (Inisial)) : YM

Jabatan: Ketua umum periode (2015-2019) dan sekarang pengurus
wilayah Muhammadiyah bagian Hukum dan HAM serta dosen

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada

subjek keempat yang berinisial YM selaku penguru wilayah

Muhammadiyah Kalimantan tengah bagian hukum dan HAM,

yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu :

Untuk rumusan masalah yang pertama penulis menanyakan

apakah subjek YM mengetahui adanya organisasi hizbut thahrir

Indonesia dan front pembela islam? Subjek YM menjawab:
Mengetahui, Pada hakikatnya di Indonesia warga negara
mempunyai hak untuk melakukan perserikatan,berkumpun
dan berorganisasi yang memang sudah diatur dalam undang-
undang negara republic Indonesia, namun berorganisasi pun

juga diatur oleh pemerintah, sama halnya dengan organisasi

% Ibid.
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Hizbut Tahrir Indonesia  dan Front Pembela Islam yang
mempunyai hak yang sama dengan organisasi lainnya
sehingga pemerintah juga mempunyai aturan yang mengatur
organisasi ini.*

Kemudian penulis menanyakan lagi apakah subjek YM
mengetahui alasan pembubaran oleh pemerintah kepada hizbut
tahrir Indonesia?

Ada beberapa alasan salah satunya organisasi ini juga

seringkali menunjukan diri sebagai organisasi dukung

mendukung parpol, kemudian adanya isu ingin merubah
ideologi NKRI, dan Premanisme yang dilakukan FPI
seringkali terjadi saat melakukan dakwahnya.*

Penulis menanyakan kembali, apakah subjek YM mengetahui
dasar pembubaran hizbut tahrir Indonesia dan front pembela
islam, apakah pebubaran itu sah menurut undang-undang,
kemudian subjek menjawab:

Dasar pembubaran menggunakan PERPPU dan SKB yang

masih dipertanyakan apakah PERPPU dan SKB ini status

hukumnya kuat sehingga pemerintah seakan secara sepihak

membubarkan.®

1 yM, Wawancara, (Palangka Raya,15 Maret 2022).
% 1bid.
% Ibid.
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Untuk rumusan masalah kedua penulis menanyakan
pembubaran tanpa peradilan yang dilakukan pemerintah kepada
hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam apakah itu sudah

sesuai hukum? Kemudian Subjek mengatakan:

Dilihat terlebuh dahulu apa saja pelanggaran yang
dilakukan oleh organisasi tersebut hingga pemerintah
mengambil tindakan pembubaran. Dasar pembubaran oleh
pemerintah adalah pelanggaran pada ketentuan yang telah
diatur dan dituangkan di uud yaitu undang-undang nomor. 17
tahun 2013 yang diubah menjadi undang-undang nomor. 2
tahun 2017 serta berdasarkan surat keputusan menteri hukum
dan ham nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang
pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Hizbut
Tahrir Indonesia. Sebenarnya peradilan mempunyai hak
dalam pembubran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front
Pembela Islam maka pembubaran oragnisasi tersebut, yakni
Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam harus
mempunyai dasar yang kuat kenapa tidak dibawa
kepengadilan, seperti  adanya diktum yang membuat
organisasi ini tidak perlu dibawa kepengadilan dan diambil
alih oleh pemerintah sehingga pembubaran ini menjadi sah
dimata hukum, namun jika pembubaran ini hanya dilakukan

oleh sepihak pemerintah tanpa peradilan dan tanpa dasar
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yang memperjelas pula maka ada kemungkinan pemerintah
keliru dalam bertindak sehingga keputusannya tidak sah
dimata hukum. Peradilan itu memperjelas siapa yang salah
dan yang benar, dan jika tidak adanya titik kesepakatan maka
pengadilanlah yang menentukannya, jika dilihat dalam kasus
ini maka peradilan sudah melihat dengan jelas bahwa adanya
pelanggaran dari ormas-ormas tersebut salah satunya
menentang pemerintah dengan pemikiran mereka yang
dianggap tidak sejalan dengan pemerintah dan negara.
Pemerintah mencari titik kesepakatan bahwa dibubarkan agar
tidak adalagi kisruh dalam masyarakat yang terjadi
diakibatkan oknum-oknum tersebut. = Sehingga dalam
pembubaran ini  pengurus wilayah  muhammadiyah
Kalimantan tengah lebih berhati-hati dengan tidak menerima
pembubaran dan juga tidak menolak pembubaran Hizbut

Tahrir Indonesia dan front pembela Islam.**

Kemudian penulis menanyakan kembali, Apakah subjek

mendukung atau menolak pembubaran HTI dan FPI?

Karena PW. Muhammadiyah kalteng menutup diri dan lebih
berhati-hati maka semua keputusan diserahkan ke pemerintah

karena dapat dilihat juga ada undang-undang ormas yang

% Ibid.
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mengaturnya serta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh

dua organisasi ini.*®

7. Informan (Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan
Tengah)
Nama (Inisia) : RM
Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Informan
yang berinisial RM, Selaku Penguru Wilayah Muhammadiyah
Kalimantan tengah, yang berisikan pertanyaan terkait data yang

diperlukan, yaitu :

1) Kehadiran organisasi yang berbasiskan Islam yakni Hizbut
Tahrir Indonesia
Pada mula penulis bertanya kepada RM tentang Kehadiran
organisasi yang berbasiskan Islam yakni Hizbut Tabhrir
Indonesia, subjek mengatakan:
“Ormas Islam itu sudah diatur dalam undang-undang ormas
dan diperbolehkan saja, hadirnya ormas HTI ini sama saja

halnya seperti Ormas Muhammadiyah”.96

2) Pendapat tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia,
Kemudian penulis menanyakan Pendapat tentang pembubaran

Hizbut Tahrir Indonesia, Subjek mengatakan:

95 :
Ibid.
%RM, Wawancara (Palangka raya, 31 mei 2021)
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Nah ini yang saya maksud perbedaanya yakni, HTI
berbedadengan Muhammadiyah karena beberapa
faktor. Pertama, HTI tidak mematuhi pemerintah dan
Muhammadiyah sebaliknya, Muhammadiyah mematuhi
hukum yang ada, Kedua HTI memasukan paham-
paham vyang tidak dibenarkan, ingin mengubah
Indonesia menjadi negara arab, saya rasa itu tidak bisa,
Muhammadiyah menyebarkan paham sesuai Al-Quran
dan hadist, namun pembubaran ini harus dicermati
kembali, pembubaran ini harus transparan oleh
pemerintah.”’
3) Apakah menurut bapak dibubarkannya ormas Islam ini sudah
sesuai hukum?
Kemudian penulis menanyakan tentang Hizbut Tahrir
Indonesia dibubarkan apakah sesuai hukum, Subjek
mengatakan:
Rasa rasa perlu diadakan peradilan agar adanya perlawanan
dari pihak ormas yang ingin dibubarkan, dan permerintah
tidak bisa sembarangan mengeluarkan peraturan, peraturan

hukumnya harus dikaji.%

7 Ibid.
% Ibid.
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4) Jika ada ormas lain yg menganggap ormas Hidzbut Thahrir
Indonesia ini tidak harus di bubarkan, apa tanggapan bapak

terhadap ormas tersebut, subjek mengatakan :

Jika pendapat, itu hak semua orang. Setiap individu berhak
menyuarakan opininya, jadi tidak masalah akan pendapat
orang yang sepakat maupun bertentangan agar terciftannya

suatu pemikiran baru.”

D. ANALISIS PENELITIAN

Setelah peneiliti melakukan wawancara, dan dokumentasi maka
data yang berkaitan dengan pebubara Hizbut Tahrir Indonesia dan Front
Pembela Islam (Perspektif pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Front
Pembela Islam Kalimantan tengah) yang telah ditanggapi oleh pengurus
wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kalimantan tengah dalam
skripsi ini akan dianalisis sesuai dengan pembahasan yang ada dalam
skripsi ini, yakni: Bagaimana dasar hukum pemerintah dalam
pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia Dan Organisasi Front
Pembela Islam, serta bagaimana respon Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama Dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah terhadap pembubaran
Hizbut Tahrir Indonesia Dan Front Pembela Islam yang akan di dikaji
menggunakan Tinjauan Hukum Tata Negara. Adapun hasil dari kedua

pembahasan utama yang sudah dianalisis akan disajikan sebagai berikut:

% Ibid.
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1. Dasar Hukum Pemerintah dalam Pembubaran Hizbut Tahrir

Indonesia dan Front Pembela Islam

Pembubaran Hizbut Tahrir Melalui PERPPU No. 2 Tahun 2017

Undang-undang 1945 tepatnya pasal 22 sebagai pegangan
hukum yang melindungi hak hukum suatu perpu berbunyi
“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-
undang. Presiden berhak mengeluarkan PERPPU dan itu ialah
hak prerogratif, namun hak tersebut juga ada batasan serta
alasan-alasan dan syarat-syarat yang jelas dan ketat.'®
Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPPU)
merupakan salah satu jenis dalam hirarkhi peraturan perundang
undangan Indonesia. Sebagai suatu peraturan dari segi isinya
seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi
karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam
bentuk peraturan pemerintah.

Undang-undang dan perpu mempunyai masa berlaku yang
berbeda yakni perpu masa berlakunya sangat singkat yakni
sampai dengan persidangan DPR yang terdekat dengan tanggal
penetapan perpu tersebut. Setelah itu, diperlukan ketegasan
sikap dari DPR apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui

Perpu tersebut. Pengajuan Perpu ke DPR dilakukan dalam

100 Almanar, Husni, Nur rasyid, “kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-
undang dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia” jurnal ilmu hukum, vol. 3 mei

2015, 2.
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bentuk  pengajuan rancangan undang-undang tentang
penetapan perppu tersebut menjadi undang-undang.'®

Dalam hal DPR menyetujui Perpu tersebut, maka
rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu tersebut
menjadi undangundang disahkan menjadi Undang-Undang,
sedangkan jika Perpu itu ditolak oleh DPR, maka Perpu
tersebut tidak berlaku dan Presiden mengajukan rancangan
undangundang tentang pencabutan Perpu tersebut yang dapat
mengatur pula segalam  akibat dari penolakan tersebut
Pembubaram hizbut tahrir Indonesia menggunakan perpu
n0.02 tahun 2017 Selain itu “Kegentingan yang memaksa”
sebagai dasar pembentukan suatu Perpu tidaklah sama
pengertiannya dengan “keadaan bahaya” yang dimaksud dalam
Pasal 12 UUD 1945, meskipun keduanya merupakan
penjabaran yang lebih konkret dari kondisi darurat pada suatu
sistem Kketatanegaraan tertentu. Penentuan syarat-syarat dan
akibat “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 UUD 1945 jelas
memerlukan keterlibatan DPR untuk ditetapkan dengan
undang-undang, sedangkan ‘“kegentingan yang memaksa”
dalam Pasal 22 UUD 1945 sangat tergantung subyektivitas

Presiden.

191 Jimly ashiddigie, hukum tata negara darurat, (Jakarta:pt. raja grafindo,2007), 207-208.
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meskipun nantinya tergantung pula pada persetujuan
obyektif para wakil rakyat di DPR. Dinamika sejarah peraturan
perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa latar
belakang penetapan Perpu oleh Presiden umumnya berbeda-
beda. Hal ini disebabkan karena ukuran “kegentingan yang
memaksa”  selalu bersifat multitafsir dan  besarnya
subyektivitas Presiden dalam menafsirkan frase “kegentingan
yang memaksa” sebagai dasar untuk menetapkan Perpu.

Dalam teori-teori yang berkaitan dengan hukum tata
negara darurat, disebutkan bahwa ‘“kegentingan yang
memaksa” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD
1945 lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang
bersifat mendesak atau urgensi yang terkait dengan waktu yang
terbatas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur penting yang dapat
menimbulkan suatu “kegentingan yang memaksa”, yakni:
Unsur ancaman yang membahayakan, unsur kebutuhan yang
mengharuskan dan unsur keterbatasan waktu yang tersedia.

Pemerintah melihat organisasi hizbut thahrir Indonesia
semakin berkembang, pengikutnya semakin banyak. Hingga
adanya ketakutan dari pemerintah akan adanya ancaman yang
membayakan seperti pemberontakan serta kudeta yang
dilakukan organisasi  hizbut tahrir Indonesia, hingga

dikeluarkanlah PERPU NO. 2 tahun 2017 tentang pembubaran
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hizbut tahrir Indonesia oleh presiden dan ditindak lanjuti oleh
Kemenkumham, kewenangan KEMENKUMHAM dalam
menindaklanjuti pembubaran tersebut juga menjadi pertanyaan
beberapa pihak, namun dalam undang-undang
KEMENKUMHAM memiliki kewenangan legal administratif
dalam aturan pengesahan perkumpulan dan organisasi
kemasyarakatan (Ormas). Artinya organisasi yang mengikuti
administrasi yang berlaku akan diberikan surat keputusan (SK)
pengesahan badan hukum maka secara Administrasi Tata
Negara telah sesuai dengan alur Administrasi Berorganisasi.
Adapun sebaliknya, organisasi atau perkumpulan
yang tidak mengikuti aturan yakni tidak memenuhi syarat
administrasi maka ~KEMENKUMHAM  tidak akan
memberikan SK pengesahan badan hukum perkumpulan atau
organisasi tersebut. Kewenangan membubarkan organisasi
masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Terdapat Satu Pasal,
Yaitu Pasal 80A yang menyatakan bahwa “Pencabutan status
badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61

ayat (1) huruf ¢ dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan
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bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang ini.'%?

Peraturan  Pemerintah  pengganti  undang-undang
mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang.
Dalam sistem Negara Republik Indonesia yang menganut
sistem presidensil, maka eksistensinya tetap harus
dipertahankan, yang harus dipertegas mengenai persyaratan
“Kegentingan yang memaksa” sebagai dasar penerbitan Perpu.
Presiden sebagai penggagas Perpu, selintas dengan mudah
mengeluarkannya, dengan asumsi untuk memenuhi desakan
dari kelompok kepentingan (insterest group), tanpa

mempertimbangkan substansi persyaratan penerbitan Perpu.'®

Pembubaran Front Pembela Islam Melalui SKB (Surat

Keputusan Bersama)

Peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (selanjutnya disebut sebagai UU No. 12/2011)
tidak diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1). Namun demikian,
jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8
ayat (1) UU No. 12/2011. Terdapat dua syarat agar peraturan-

peraturan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12/2011

102 Almanar, husni, nur rasyid, “kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-

undang dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia” jurnal ilmu hukum, vol. 3 mei

2015, 5.
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memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-
undangan, yaitu:
1). Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi
2). Dibentuk berdasarkan kewenangan.
Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan
perundang-undangan dilihat dasar kewenangan
pembentukannya, Yyaitu peraturan perundang-undangan
yang dibentuk atas dasar:
1). Atribusi pembentukan peraturan perundang-undanga
2). Delegasi pembentukan peraturan perundan-undangan
Kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan
wewenang (baru)oleh konstitusi/grondwet atau oleh
pembentuk undang-undang (wetgever) yang diberikan
kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun
yang dibentuk baru untuk itu.*®* Peraturan menteri yang
dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut
dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas
dasar delegasi (delegated legislation). Dengan demikian,
secara umum peraturan perundang-undangan delegasi

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas

104 Ahmadi Hamzah, Analisis Yuridis Surat Keputusan Bersama Menteri Tentang
Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam Dalam Perspektif Hukum Administrasi
Dan Hak Konstitusional Warga Negara, Qiyas Vol. 6, No. 2, Oktober 2021, 24.
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dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi.

Pertimbangan atas terbitnya surat keputusan bersama
menteri yang mencakup instansi kementerian dan lembaga
penegak hukum kepolisian dan kejaksaan memuat tiga aspek
yaitu aspek filosofis,sosiologis dan yuridis, aspek filosofis
dipertimbagkan bahwa Front Pembela Islam (FPI1) memiliki
ideology yang bertentangan dengan Pancasila yang merupakan
roh dan jiwa bangsa, aspek sosiologis Bahwa FPI dinilai
meresahkan ketertiban, keamanan masyarakat yang dapat
merusak persatuan dan kesatuan bangsa, aspek yuridis bahwa
dasar, tujuan dan aktivitas FPI dinilai bertentangan dengan
norma hukum positif yang berlaku mengikat diindonesia.
Hukum Administrasi menilai pembubaran front pembela islam
melalui Surat keputusan bersama menteri menyatakan tidak
terdaftar sebagai organisasi masyarakat yang secara de jure
dianggap bubar tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan
mekanisme yang ada dengan hanya tidak diperpanjang status
badan hukumnya yang secara de jure otomatis tidak diakui lagi

legalitasnya sebagai badan hukum.

Pandangan Hak asasi manusia atas pembubaran front
pembela islam (FPI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri tersebut bahwa terhadap Hak berserikat, berkumpul,
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dan mengemukakan pendapat tidak boleh di larang karena
menyangkut hak dasar warga Negara dalam Negara demokrasi
namun disisi lain hak-hak tersebut harus dibatasi oleh hukum
dan undang — undang Atau melalui putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap.

2. Respon Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan
Muhammadiyah Kalimantan Tengah Terhadap Pembubaran
Hizbut Tahrir Indonesia ~ dan Front Pembela Islam Di
Indonesia
a. Respon PW. Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah

terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

1) Perbedaan Ideologi

Nahdlatul Ulama salah satu organisasi Islam
yang terbesar, berpengaruh serta pemikirannya
dijadikan pembelajaran dan dijadikan patokan hukum.
Paham-paham yang diajarkan dan disebarkan Hizbut
Tahrir Indonesia  sudah lama dipelajari. Tim aswaja
NU center dan PWNU jawa timur bahkan membuat
buku yang berjudul ‘’risalah ahlussunnah wal-jama’ah
dari pembiasaan menuju pemahaman dan pembelaan
akidah-amaliyah NU’’ buku ini membahas tentang
ajaran-ajaran atau paham-paham dari  banyak

kelompok,aliran atau sekte dalam sejarah umat Islam,
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termasuk pembahasan organisasi Hizbut Tahrir

Indonesia .

Nahdlatul Ulama melihat adanya perbedaan
ideologi yang diajarkan dan disebarluaskan Hizbut
Tahrir Indonesia di Indonesia yakni ideologi akidah
Islam sebagai dasar negara yang bertentangan dengan
ideologi Indonesia yakni idologi pancasila. Hal ini

dapat membayakan keutuhan NKRI.

2) Penolakan Terhadap Al-Qur’an

Hizbut Tahrir Indonesia melakukan
penolakan terhadap teks Al-Qur’an, yakni dalam buku
al-syakhshiayyat al-Islamiyyah yang menjadi buku
rujukan primer Hizbut Thabhrir, tagiyyuddin al-nabhani
berkata:

Semua perbuatan Ikhtiyari manusia ini, tidak
ada kaitannya dengan ketentuan/qadha dan gadha juga
tidak ada kaitannya dengannya, karena manusialah
yang melakukannya dengan kemauan dan ikhtiyari,
oleh karena itu perbuatan ikhtitari manusia tidak masuk
dalam lingkup gadha Allah.*®

Dalam bagian buku lainnya, syaikh

tagiyyuddin al-nabhani juga mengatakan:

195 I pid., 95.
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Mengkaitkan pahala dan siksa dengan petunjuk dan
kesesatan menjadi dalil bahwa hidayah (petunjuk) dan
kesesatan itu sebenarnya termasuk dalam perbuatan

manusia dan bukan datang dari Allah.*®

Penyataan al-nabhani ini mempunnyai kesimpulan
bahwa pertama, perbuatan Hizbut Tahrir Indonesia yari
manusia tidak ada kaitannya dengan ketentuan atau
qgadha’ Allah, kedua, hidayah dan kesesatan itu adalah
perbuatan manusia sendiri dan bukan dari Allah.
Penjelasan tersebut bertentangan dengan Al-Qur’an,
sunnah, dan akal sehat, seperti ayat Al-Qur’an :

i LN O€Ow® O LA F o F
&V AT @B -0 Q0IOCOAOHEOO00WwWa 3
%0 e RONO*/63 e ed
ONx Q= NO# ORKLIA L TLTAE4Q J20e0
O=->8 <¢-RdRXEe0 QErHCOY W I
02 o R J6l- JOXIOXL AT X *

G P S=HBON,ONDe e
yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan
Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya
dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah menciptakan segala

sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan

serapi-rapinya.

¢U0DHAEO D e o ¢80 JGAEOQORMHE +Sa 60
& A0,

106 | pig.
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“Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang

kamu perbuat itu".

€O0OxyOMEHRIFE @A X * Ow2@D G #ITRNO
& A wORIO+QOR
“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu

menurut ukuran.”

Beberapa ayat di atas menjelelaskan segala sesuatu itu
diciftakan oleh Allah, kata “’segala sesuatu’’ dalam ayat
tersebut mencangkup segala apapun yang ada di dunia
seperti benda, sifat-sifat benda seperti diam dan gerakan
manusia, serta perbuatan yang disengaja maupun terpaksa.
Dalam realita yang ada perbuatan ikhtiyari manusia lebih
banyak dari pada perbuatan non-ikhtiyari atau yang
terpaksa. Seandainya perbuatan ikhtiyari itu ciftaan manusia
sendiri, maka perbuatan yang dibuat oleh manusia akan
lebih banyak dari perbuatan yang telah di ciftakan Allah.
Maka kesim pulan dari ayat Al-Qur’an diatas yakni
mematahkan paham yang dipelajari dan disebarkan Hizbut

Thabhrir.

Dalam ayat Al-Qur’an lainnya Allah juga berfirman:

&0 LA Lo RPAeE A oI =X TN
U 222 el [z ey | AN BX-MAQ<cOmH ¢
0N 0I&e0 IIHO«w B HRHrHY N NOIO ¢S RN
¢ €00= VOO0 TR +S - O8O I8

I AP #xENOZKO K TIQHE
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tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa
ilmu pengetahuan; Maka siapakah yang akan menunjuki orang
yang telah disesatkan Allah? dan Tiadalah bagi mereka seorang

penolongpun.

Allah berfirman tentang perkataan nabi musa AS:

DE€EOSLINL ATHESORE 0o $drRa S @0

¢XIRY €06 <V D I@AR
# 6 OOMHE o Y o 0% O+ QON.ON. erw®
S>OXTAJ Y@ w3 R &= XO«@OL
Bé GO A J00e FHOE0 2 peaatyal
RudZeL I HE €Yo de RERE 200

G @CAEREH A= =0 a2 6 IO JONNEX Ju)
VA2 AVRHAOOwa 3 snBmDea o OEHE
CRO “RNL QRO 2B Lo OCHR
168 o O&BEH O NHSDdes BEE€Ede\ o

JIK 2 0N 0OI& =0 VAL o 4o ms
& 000N wed ®ELOLD T VAL ¢oms
¢ @G 0N, HMNG g0
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dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk
(memohonkan taubat kepada Kami) pada waktu yang telah
Kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi,
Musa berkata: "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah
Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah
Engkau membinasakan Kami karena perbuatan orang-orang
yang kurang akal di antara kami? itu hanyalah cobaan dari
Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau

kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau

kehendaki. Engkaulah yang memimpin Kami, Maka ampunilah
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Kami dan berilah Kami rahmat dan Engkaulah pemberi ampun

yang sebaik-baiknya".
Kemudian Allah menjawab dengan firmannya :

ey BN OI& =™ oo A& RO
AP oS OIIRXECweO @é ITe=OOL
oU>2600 VLo 44000 T8 080,07&4e0
&0, 04 F $ VN COM@a e N REmEo N

&N, F
56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk
kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk
kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih

mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

Ayat ini menjelaskan dan menegaskan hidayah dan
kesesatan itu berasal dari Allah, bukan dari perbuatan manusia.
Pernyataan dari buku pembelajaran Hizbut Tahrir Indonesia
yakni pernyataan dari al- nabhani juga bertentangan dengan ayat

Al-Qur’an berikut ini :

I & =@, * o] SHY&CH OE€:e0
Ohve o FHOKE J2DLe0TRTIHOLIST]
0000  BAONORS B-ORCY L2 RO

OR* L FAXTrafoY $eX Tu =0=@+
¢ Q0RO D40 SHRPQCOSONSIC
XD ED

dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan
mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al
Quran) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka

bergelimang dalam kesesatannya yang sangat.
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Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan hati serta perbuatan
lahiriyah itu juga perbuatan Allah. Hal ini juga bertentangan
dengan pernyataan Hizbut Tahrir yang berpandangan bahwa
hidayah dan kesesatan berasal dari perbuatan manusia, bukan

dariAllah SAW.

3) Bertentangan Dengan Hadist-Hadist

Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia bertentangan dengan
hadist-hadist nabi  diantaranya: “Sesungguhnya Allah
menciftakan semua pelaku dan perbuatannya™® Ibnu umar
berkata, bahwa rasulullah bersabda : “segala sesuatu itu terjadi
dengan ketentuan Allah, sampai kebodohan dan kecerdasan”.*%®

Hudzaifah berkata: “Rasulullah bersabda” Ibn umar
meriwayatkan, bahwa nabi bersabda: “qadariyah itu majusinya
umat ini, apabila mereka sakit maka janganlah menjenguk dan
apabila mereka meninggal, maka janganlah menyaksikan

jenazah mereka”.'%

Hadist-hadist tidak sesuai dengan pandangan Hizbut
Tahrir dan dapat disimpulkan paham yang disebarluaskan
Hizbut Tahrir bertentangan dengan hadist nabi Muhammad

SAW.

197 HR. Al-Haim dalam Al-Mustadrak, (hadist no 85 dan 86)
108 4R, Muslim, (hadist no 4799) dan Ahmad, (hadist no 5627)
199 HR. Abu Dawud (hadist no. 4071)
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b. Respon PW. Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap

Pembubaran Front Pembela Islam

1. Aksi Kotroversial

Front Pembela Islam dikenal dengan aksi-aksi
yang kontroversial sejak tahun 1998, dibalik
kontoversinya Front Pembela Islam juga terjun kedalam
aksi-aksi sosial dan kemanusiaan salah satunya Front
Pembela Islam mengirim bantuan serta relawan kepada
daerah yang terkena bencana. Walaupun membawa nama
keagamaan yakni agama Islam, tindakan Front Pembela
Islam pada kenyataannya bertentangan dengan agama
Islam bahkan tidak jarang menjurus ke vandalisme.

Sedangkan menurut pihak pengurus organisasi
Front Pembela Islam, tindakan yang tidak sesuai dengan
ajaran agama Islam hanya dilakukan oleh oknum-oknum
yang mengaku salah satu anggota Front Pembela Islam
dan oknum-oknum yang tidak mengerti atau kurang

memahami prosedur dari standart Front Pembela Islam.**

2. Amar Ma ruf Nahi Mungkar Berlebihan
Front Pembela Islam mempunyai kerangka

berfikir atau visi yakni amar ma’ruf nahi munkar yang

10 Miftahul akhyar dan rais syuriah, ’risalah ahlussunnah wal-jama’ah dari pembiasaan
menuju pemahaman dan pembelaan akidah-amaliyah NU (Surabaya:khalista,2013), 146.
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harus ditegakkan agar menjauhkan kezhaliman dan
kemungkaran. Menurut risalah amar ma’ruf adalah
perintah untuk melakukan perkarayang baik menurut
hukum syara dan hukum akal sedangkan nahi mungkar
adalah mencegah setiap kejahatan atau kemungkaran,
yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh syara’ dan

hukum akal.***

Front Pembela Islam menerapkan nahi
mungkar dalam setiap pergerakannya salah satunya
aksinya yang berakhir rusuh dan anarkis, Front Pembela
Islam meyakini aksinya tidak menyalahi aturan dan
dibenarkan syariat. Kekerasan yang sering dilakukan
oleh organisasi Front Pembela Islam dianggap jalan
terakhir yang dianggap dapat mengatasi kemungkaran
yang terjadi.*** Aksi-aksi anarkis Front Pembela Islam
meresahkan pemerintah dan masyarakat, aksi-aksi Front
Pembela Islam yang keras dan kasar bertentangan
dengan anjuran nabi untuk berlemah lembut dalam

mengajak ke kebaikan dan jalan Allah SWT.

1 1pid., 147.
12 |pid., 148.
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c. Respon PW. Muhammadiyah Kalimantan Tengah Terhadap

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

1. Menerima Pembubaran Dengan Catatan

Muhammadiyah menerima perpu nomor 2 tahun
2017 dengan catatan untuk pembubaran Hizbut Tahrir
Indonesia, bahwa harus ada beberapa point yang harus
dibenahi khususnya yang memberikan pada pemerintah
legalitas sebagai penafsiran tunggal, penilaian terhadap
ormas Yyang berjalan dengan pancasila dan yang
bertentangangan dengan pancasila. Muhammadiyah
mengemukakan ketakutannya bahwa Perpu ini menjadi
senjata untuk pemerintah menjadi otoriter, karena perpu
ini tidak hanya digunakan untuk satu periode namun

periode-periode selanjutnya.**®
Perpu nomor 2 tahun 2017 dikhawatirkan bukan
hanya Muhammadiyah namun juga masyarakat luas,
salah satunya pada pasal 59 ayat 4 yang berisi
memberikan legalitas kepada pemerintah melalui mentri
dalam negeri dan mentri koordinasi bagian politik hukum
dan keamanan bahwa pemerintah berhak menilai ormas

mana yang sejalan dengan pancasila dan ormas mana

3 Tin konita, “’Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jambi Dan Pengurus

Wilayah Muhammadiyah Jambi Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Berdasarkan
Perppu.
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yang anti pancasila. Inilah yang menjadikan
kekhawatiran banyak pihak ketika pemerintah mampu
menentukan secara sepihak menentukan ormas yang
sejalan dan ormas yang anti pancasila hingga
kewenangan sepenuhnya ada ditangan pemerintah karena
pemerintah memiliki subjektifitas sendiri.

Berhati-Hati

Pengurus wilayah Muhammadiyah kalimantan
tengah tidak mendukung maupun menolak perpu No. 2
tahun 2017 karena lebih memperhatikan pada
implementasi dan kebutuhan yang ada terhadap keadaan
saat ini. Perpu diterbitkan karena adanya kebutuhan atau
keadaan yang mendesak oleh pemerintah untuk negara.
Perpu yang dibuat pemerintah harus di uji oleh mahkamah
konstitusi, apakah perpu tersebut bertentangan atau tidak
dengan undang-undang dasar 1945.
Himpunan, organisasi, dan kelompok yang ada

di Indonesia tidak boleh berdiologi berbeda dengan
pancasila sebagai dasar negara yang resmi dan bertujuan
membentuk sistem kenegaraan yang bertentangan dengan
negara pancasila, prinsip serta keberadaan negara kesatuan
republik Indonesia yang didirikan tahun 1945.

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia harus
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konstitusional, berdasarkan prinsip hukum dan sesuai
undang-undang yang berlaku. Jika adanya perbedaan
maka ditempuh jalan peradilan. Langkah tersebut harus
berlaku umum terhadap gerakan apapun yang berlawanan
dengan dasar pancasila dan undang-undang dasar 1945.
Sebagai negara hukum, pihak yang khawatir terhadap
PERP PU tersebut bisa menempuh jalur hukum,
mahkamah konstitusi menyediakan ruang untuk itu. Pihak
yang tidak sepakat bisa menguji PERPPU ini melalui MK.
Dengan demikian bisa kita lihat bersama apakah PERPPU
ini bertentangan atau tidak dengan aturan yang ada di
Indonesia, dan itu adalah wilayah MK yang tidak bisa
diintervensi.'**
Respon PW. Muhammadiyah Kalimantan Tengah Terhadap
Pemubaran Front Pembela Islam
1. Islam radikal
Front Pembela Islam menyebarkan Islam yang
radikal dimana Islam yang kuat ialah Islam yang memegang
teguh ajaran Islam dan menerapkannya disetiap
kesempatan, jika ada pelanggaran atau tidak sesuai dengan
visi Front Pembela Islam yakni amar ma’ruf nahi mungkar

maka pemberontakan akan dilakukan untuk menerapkan

Yhid., 62.



105

visi Front Pembela Islam, hingga kekerasan dan
keanarkisan akan menjadi jalan terakhir bagi Front Pembela
Islam.
2. Organisasi Islam

Radikalisme  berdampingan dengan  Front
Pembela Islam, namun tidak dipungkiri organisasi ini
berbasiskan Islam sama halnya dengan organisasi
Muhammadiyah yang bernaung sebagai organisasi Islam
terbesar  di Indonesia. Muhammadiyah menganggap
organisasi Islam adalah saudara seperjuangan, yakni
memperjuangkan ajaran-ajaran Islam tetap digunakan dan

menjadi pembelajaran di Indonesia.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penulisan penulis mengenai pembubaran organisasi

Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam (Perspektif pengururs
wilayah Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan tengah) diatas,
dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar Hukum Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia melalui PERPPU
No. 2 Tahun 2017 Pasal 80A. Sementara Front Pembela Islam
dibubarkan melalui Surat Keputusan Bersama Nomor 220-4780
Tahun 2022, Nomor M.HH-14.HH.0505 Tahun 2022, Nomor 690
Tahun 2022, Nomor 264 Tahun 2022, Nomor KB/3/X11/2022, Nomor
320 Tahun 2020 Oleh 6 lembaga negara yaitu Menteri dalam negeri
republik Indonesia, Menteri hukum dan hak asasi manusia republic
Indonesia, Menteri informasi dan informatika republik Indoneisa,
Jaksa agung republik Indonesia, Kepala kepolisian negara republik
Indonesia, dan Kepala badan penanggulangan teorisme. Pembubaran
tanpa peradilan sah jika dilihat dari undang-undang terbaru yakni
undang-undang ormas nomor 16 tahun 2017 pada pasal 60 dan pasal
61 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat
(2).

2. Respon pengurus wilayah Nahdatul Ulama dan pengurus wilayah

Muhammadiyah Kalimantan tengah memberikan respon yakni
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pengurus wilayah Nahdatul Ulama Kalimantan tengah lebih
mendukung pemerintah karena melihat dari sisi agama, banyak
pelanggaran yang dilakukan dua organisasi ini sehingga Nahdatul
Ulama juga ikut membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia
dan Front Pembela Islam, berbeda dengan pengururs wilayah
Muhammadiyah Kalimantan tengah yang lebih menutup diri dan
berhati-hati dalam memberikan respon karena melihat dari sisi hukum

pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam.

1. Pembubaran Hizbut tahrir dan front pembela islam menjadi perbincangan

banyak kalangan yang mendukung serta yang menolak pembubaran dari

pemerintah, untuk pemerintah agar lebih menjelaskan secara transparan hukum

yang digunakan serta memberikan alasan pembubaran dengan penjelasan yang

mudah dimengerti oleh banyak kalangan agar tidak muncul berita hoax yang

menyudutkan salah satu pihak entah itu pemerintah maupun organisasi yang

dibubarkan

2. Kepada organisasi masyarakat yang ada di Indonesia untuk lebih menaati

peraturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk terciftanya negara kesatuan

republic

Indonesia yang tertib hukum.
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